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KATA PENGANTAR

Puji Syukur patut kita panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, taufiq
dan hidayahNya, sehingga Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2019
dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) memuat informasi kinerja, baik
keberhasilan maupun kegagalan Pemerintah  Kabupaten Malang dalam
menyelenggarakan  pemerintahan  sebagaimana  tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-

2021.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat keberhasilan kinerja Pemerintah
Kabupaten Malang pada tahun 2019.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang ini disusun, agar dapat
bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian pelaksanaan program dan

kegiatan, peningkatan kinerja serta penilaian kinerja.

Malang, Maret 2020




RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan kewajiban suatu
Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi
organisasi. Disamping itu, LKj dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja

aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun
secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi,
peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini
menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya
memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran

keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan
visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai
pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang
keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya
dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan
pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka
mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam

rencana strategis.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan
pemerintahan dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah
ditetapkan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP).

Secara keseluruhan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tahun
2019 dinyatakan “sangat berhasil’, yaitu capaiannya 110% dari target yang telah
ditetapkan. Terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja yang diukur, sebanyak 8
(delapan) indikator yang dapat mencapai target dan 1 (satu) indikator yang tidak
mencapai target. Indikator yang tidak mencapai target yaitu Indeks Reformasi
Birokrasi (99,47%).



Pada tahun Anggaran 2019 pencapaian kinerja didukung dengan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan Belanja Daerah Tahun 2019
dianggarkan sebesar Rp 4.092.809.094.960,89 dan dapat direalisasikan
Rp 4.111.228.439.460,31 atau mencapai 100,45%.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Malang yang
menggambarkan Capaian Kinerja pada tahun 2019 dalam mendukung pencapaian

Visi Kabupaten Malang.

Malang, Maret 2020
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian
sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan
penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran,
dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban
dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi
secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan
lingkungannya;

2. Terwujudnya transparansi Instansi Pemerintah;

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;

»

Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

Rencana strategis;

Perjanjian kinerja;

Pengukuran kinerja;

Pengelolaan data kinerja;

Pelaporan kinerja;

o g M w NP

Reviu dan evaluasi kinerja.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa
penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara
selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan
tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pelaporan kinerja terbagi menjadi 2 (dua) yaitu laporan interim atau laporan
kinerja triwulan dan laporan kinerja tahunan. Laporan kinerja (LKj) merupakan
bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada
instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan dari pelaporan kinerja
adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja
yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya.
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Penyusunan LKj berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. LKj Pemerintah Kabupaten Malang
menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran
strategis Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2019 dan perkembangan tahun-
tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). LKj
Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan tahun keempat
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang diukur atas dasar penilaian Indikator
Kinerja Utama yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis
sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten
Malang Tahun 2019. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan
target setiap indikator kinerja dengan realisasinya.

LKj yang telah disusun disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
tahun anggaran berakhir kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta

Menteri Dalam Negeri.

. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah adalah untuk
menggambarkan penerapan Rencana Strategis dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan
capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja
yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Penyusunan LKj juga dapat
memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, Yyaitu
terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Malang. Laporan Kinerja Pemerintah juga digunakan untuk mengukur tingkat
keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan penilaian terhadap kinerja pemerintah
selama tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun
2016-2021, sebagai bahan pengambilan kebijakan, serta penyusunan rencana
program dan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien pada tahun-tahun

berikutnya.
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C. Gambaran Umum
1. Kondisi Geografis
Karakter Lokasi dan Wilayah

Wilayah Kabupaten Malang terletak pada wilayah dataran tinggi dengan
koordinat antara 112°17'10,90” — 122°57°00,00” Bujur Timur, 7°44°55,11" —
8926'35,45” Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Malang adalah 3.534,86
km? atau 353.486 Ha (sumber: Kab. Malang Dalam Angka Tahun 2018) terletak
pada urutan luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38
Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Malang terdiri dari
33 Kecamatan 12 Kelurahan, 378 Desa, 3.156 Rukun Warga (RW) dan 14.695
Rukun Tetangga (RT), yang tersebar pada wilayah perkotaan dan perdesaan
dan terletak antara 0-2000 m dari permukaan laut.

Wilayah datar sebagian besar terletak di Kecamatan Bululawang,
Gondanglegi, Tajinan, Turen, Kepanjen, Pagelaran, Pakisaji sebagian
Kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, Dampit,
Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur, Ngajum dan
Gedangan. Wilayah bergelombang terletak di wilayah Sumbermanjing Wetan,
Wagir dan Wonosari. Daerah terjal perbukitan sebagian besar di Kecamatan
Pujon, Ngantang, Kasembon, Poncokusumo, Jabung, Wajak, Ampelgading dan

Tirtoyudo. Secara administrasi wilayah Kabupaten Malang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto dan
Jombang

Sebelah Timur . Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat . Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri

Lingkar dalam :  Kota Malang dan Kota Batu

2. Kondisi Topografis

Kabupaten Malang merupakan dataran tinggi yang dikelilingi oleh
beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-
500 meter dari permukaan laut yang terletak di bagian tengah wilayah
Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur
(Gunung Kendeng) di bagian Selatan pada ketinggian 0-650 meter dari
permukaan laut, daerah lereng Tengger Semeru di bagian timur membujur dari
utara ke selatan pada ketinggian 500-3600 meter dari permukaan laut dan
daerah lereng Kawi Arjuno di bagian barat pada ketinggian 500-3.300 meter dari
permukaan laut. Terdapat 9 gunung dan 1 pegunungan yang menyebar merata

di sebelah utara, timur, selatan dan barat wilayah Kabupaten Malang yaitu:
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G. Kelud (1.731 m), G. Kawi (2.651 m), G. Panderman (2.040 m), G. Anjasmoro

(2.277 m), G. Welirang (2.156 m), G. Arjuno (3.339 m), G. Bromo (2.329 m), G.

Batok (2.868 m), G. Semeru (3.676 m), serta Pegunungan Kendeng (600 m).

Kondisi topografi seperti ini mengindikasikan potensi hutan yang besar, memiliki

sumber air yang cukup yang mengalir sepanjang tahun melalui sungai-

sungainya untuk mengaliri lahan pertanian. Kabupaten Malang memiliki 18

sungai besar, diantaranya Sungai Brantas sebagai sungai terbesar dan

terpanjang di Jawa Timur.

Kondisi topografis pegunungan dan perbukitan menjadikan wilayah
Kabupaten Malang sebagai daerah yang sejuk dan banyak diminati sebagai
tempat tinggal dan tempat peristirahatan. Suhu udara rata-rata berkisar antara
19,1° C hingga 26,6° C. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 71° C
hingga 89° C dan curah hujan rata-rata berkisar antara 2 mm hingga 780 mm.

Struktur penggunaan lahan meliputi permukiman/kawasan terbangun
22,89%, industri 0,21%, sawah 13,10%, pertanian lahan kering 23,70%,
perkebunan 6,21%, hutan 28,75%, rawa/waduk 0,20%, tambak kolam 0,03%,
padang rumput/tanah kosong 0,30%, tanah tandus/tanah rusak 1,55%, tambang
galian C 0,26%, lain-lain 2,82%. (sumber: Kab. Malang Dalam Angka Tahun
2018).

Secara geografis wilayah Kabupaten Malang merupakan pegunungan,
dataran tinggi, dataran rendah dan pesisir. Klasifikasi pengembangan wilayah
adalah hutan bakau, perikanan darat, perkebunan, permukiman dan hutan.
Beberapa permasalahan pengembangan wilayah adalah kerusakan alam dan
lingkungan seperti banjir, erosi, longsor, kerusakan hutan, kekeringan, alih fungsi
lahan, sumber daya manusia yang rendah, pengangguran, terbatasnya
ketersediaan lahan. Sedangkan potensi pengembangan wilayah diarahkan ke
pengembangan kawasan sebagai berikut:

a. Gunung Bromo di Kecamatan Poncokusumo meliputi potensi alam yang
sangat indah, aktifitas keagamaan dan acara ritual Yadnya Kasada dari
masyarakat Tengger yang memiliki keunikan tersendiri, vegetasi yang
beragam seperti bunga abadi edelweis, serta flora fauna yang sangat indah;

b. Gunung Kawi di Kecamatan Wonosari dengan aktifitasnya antara lain
adanya mitos dan kepercayaan tentang Gunung Kawi dan komoditasi
budaya termasuk Kirab Budaya Agung, Pesarean yang dikeramatkan, kirab
dan Gebyar Suroan;

c. Wisata Selorejo di Kecamatan Ngantang yaitu keindahan bendungan yang
dikelilingi gunung;
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d. Potensi alam Sendangbiru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan memiliki

potensi perikanan tangkap dan olahan yang sangat besar.

e. Potensi Pariwisata Pantai di sepanjang Jalur Lintas Selatan

Untuk efektifitas dan efisiensi percepatan dan pemerataan pembangunan

Kabupaten Malang dibagi menjadi 6 Wilayah Pengembangan (WP):

a. Wilayah Pengembangan lingkar Kota Malang yang berorientasi ke Kota
Malang (meliputi Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan
Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir,
Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Pakis), memiliki
potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa, pertanian
(tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), industri, pariwisata serta
transportasi udara, dengan prioritas pengembangan infrastruktur:

1) Peningkatan akses jalan tembus Kota Malang;

2) Pengembangan jalan Malang — Batu;

3) Peningkatan konservasi lingkungan;

4) Peningkatan kualitas koridor jalan Kota Malang - Bandara Abdul Rahman
Saleh; dan

5) Pengembangan permukiman.

b. Wilayah Pengembangan Kepanjen dengan pusat di perkotaan Kepanjen
(meliputi Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum,
Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumberpucung,
Kecamatan Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi,
Kecamatan Pagelaran), memiliki potensi pengembangan sub sektor
perdagangan dan jasa skala Kabupaten, pertanian (tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan), peternakan, perikanan darat, industri, pariwisata,
kehutanan serta pariwisata pilgrim, dengan prioritas pengembangan
infrastruktur:

1) Jalan Lingkar Timur dan penyelesaian Jalan Lingkar Barat Kepanjen;

2) Peningkatan akses menuju Gunung Kawi dan Wisata Pantai Ngliyep;

3) Jalan penghubung antar sentra ekonomi di perdesaan dengan pusat
kecamatan;

4) Percepatan penyelesaian JLS;

5) Peningkatan sediaan air bersih pada kawasan rawan kekeringan; dan

6) Pengembangan permukiman.

c. Wilayah Pengembangan Ngantang dengan pusat pelayanan di perkotaan
Ngantang (meliputi Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon, Kecamatan
Kasembon), memiliki potensi pengembangan di sub sektor pariwisata antara

lain Bendungan Selorejo, pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan
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perkebunan), peternakan, industri serta perikanan air tawar, dengan prioritas

pengembangan infrastruktur sebagai berikut:

1) Jalan menuju sentra produksi pertanian di perdesaan;

2) Jalan penghubung dengan Blitar dari Ngantang;

3) Peningkatan pengelolaan tanah pada kawasan rawan longsor sepanjang
Pujon—Ngantang—Kasembon—Kandangan;

4) Peningkatan sediaan air di perdesaan dan penunjang irigasi.

d. Wilayah Pengembangan Tumpang dengan pusat pelayanan di perkotaan
Tumpang (meliputi Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo,
Kecamatan Wajak, Kecamatan Jabung), memiliki potensi pengembangan sub
sektor pariwisata, pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan
perkebunan), Peternakan, Perikanan serta Industri; dengan prioritas
pengembangan infrastruktur:

1) Jalan utama Pakis—Tumpang—Poncokusumo—Ngadas—Bromo;

2) Jalan pada pusat ekonomi di perdesaan,;

3) Jalan tembus utama antar kecamatan;

4) Perbaikan sistem irigasi dan sediaan air.

Di WP ini dikembangkan Kawasan Agropolitan Poncokusumo yang termasuk
pengembangan kawasan wisata menuju Gunung Bromo dan kawasan
Minapolitan Wajak.

e. Wilayah Pengembangan Turen dan Dampit (meliputi Kecamatan Turen,
Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading) dengan
pusat pelayanan sosial di Turen, dan pusat pelayanan ekonomi di Dampit,
memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (tanaman pangan dan
perkebunan), peternakan, perikanan laut, industri, pariwisata serta kehutanan,
dengan prioritas pengembangan infrastruktur:

1) Jalan menuju perdesaan pusat produksi;

2) Jalan menuju pantai selatan (untuk perikanan dan pariwisata);

3) Jalan khusus penunjang ekonomi sekaligus untuk evakuasi bencana (bila
terjadi letusan Gunung Semeru) dan kemungkinan tsunami;

4) Peningkatan irigasi dan sediaan air.

Di kawasan ini dikembangkan peternakan kambing Peranakan Etawa (PE).

f. Wilayah Pengembangan Sumbermanjing Wetan dengan pusat pelayanan di
perkotaan Sendang Biru (meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan,
Kecamatan Gedangan, Kecamatan Bantur), memiliki potensi pengembangan
sub sektor pertanian (perkebunan, tanaman pangan), perikanan laut,
pertambangan, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas

pengembangan infrastruktur:
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1)
2)

3)
4)
5)

L 4

Jalan kearah perdesaan pusat produksi;

Jalan menuju pantai selatan terutama ke Sendang Biru dan Bajul Mati

(untuk perikanan dan pariwisata);

Pengembangan pelabuhan berskala nasional;

Jalur jalan khusus untuk evakuasi bencana (kemungkinan tsunami);

Peningkatan irigasi dan sediaan air.

Di kawasan ini dikembangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sendangbiru

dan

direncanakan pembangunan pelabuhan umum.

3. Wilayah Rawan Bencana

Dengan posisi geografis, fisiografis, demografis, geologis, serta

topografis Kabupaten Malang yang bergunung-gunung serta memiliki bentang

wilayah yang sangat luas selain memiliki potensi keindahan dan kesuburan juga

memiliki potensi rawan bencana banijir, erosi, longsor dan juga tsunami, antara

lain:

a. Wilayah potensi bencana banjir dan longsor, meliputi:

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7
8)
9)

Desa Lebakharjo dan Desa Simojayan Kecamatan Ampelgading;

Desa Kepatihan, Desa Sumbertangkil, Desa Pujiharjo dan Desa
Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo;

Desa Gajahrejo, Desa Segaran, Desa Tumpakrejo dan Desa Sidodadi
Kecamatan Gedangan,;

Desa Banjarejo, Desa Kedungsalam, Desa Tulungrejo dan Desa
Sumberoto Kecamatan Donomulyo;

Desa Sitiarjo dan Desa Tambaksari Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
Desa Pait dan Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon;

Desa Kemiri Kecamtan Jabung;

Desa Selorejo, Desa Petungsewu Kecamatan Dau; dan

Desa Srimulyo Kecamatan Dampit.

b. Wilayah Potensi Bencana Alam Letusan Gunung Api, meliputi:

1)

2)

3)

Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Jabung yang berpotensi
bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Bromo;

Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Dampit,
Kecamatan Wajak dan Kecamatan Poncokusumo yang berpotensi
bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Semeru;

Kecamatan Kasembon dan Kecamatan Ngantang berpotensi bencana
bom-bom, laipili, awan pijar, piroklastik dan gas (S/SO4, SO2) dari
Gunung Kelud; dan
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4) Kecamatan Pujon, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari dan
Kecamatan Lawang berpotensi bencana gas solfatara-fumarola hingga
belerang (SO4) dari Gunung Arjuno — Gunung Welirang.

c. Wilayah potensi bencana alam gempa bumi, meliputi Kecamatan Gedangan,
Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit, Kecamatan
Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading.

d. Wilayah potensi bencana alam tsunami meliputi wilayah Kabupaten Malang
bagian Selatan vyaitu Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Bantur,
Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan
Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading.

e. Potensi Bencana Alam Puting Beliung mencakup wilayah Kecamatan
Pagak, Kecamtan Karangploso, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wagir,
Kecamatan Wagir, Kecamatan Kromongan, Kecamatan Pakis dan

Kecamatan Poncokusumo.

4. Organisasi Perangkat Daerah
Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang
menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Kabupaten Malang telah membentuk
Kelembagaan Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang
ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, selengkapnya sebagai berikut:
a. Staf Ahli
b. Sekretariat Daerah terdiri dari:
1) Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
membawabhi:
a) Bagian Administrasi Tata Pemerintahan;
b) Bagian Hukum;
c) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; dan
d) Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental.
2) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
a) Bagian Administrasi Perekonomian;
b) Bagian Administrasi Kerja Sama,
¢) Bagian Administrasi Pembangunan; dan
d) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam.

3) Asisten Administrasi Umum membawabhi:
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a) Bagian Umum;
b) Bagian Tata Usaha;
¢) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan

d) Bagian Organisasi.

Sekretariat DPRD
d. Inspektorat Daerah

e. Dinas Daerah, terdiri dari:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

Dinas Pendidikan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga;

Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air;

Dinas Sosial;

Dinas Tenaga Kerja;

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Dinas Ketahanan Pangan;

Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,;
Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Dinas Pemuda dan Olahraga,;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Dinas Pertanahan;

Dinas Perikanan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
Dinas Perindustrian dan Perdagangan,;

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

f. Badan Daerah, terdiri dari:

1)
2)
3)
4)
5)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
Badan Keuangan dan Aset Daerah;

Badan Pendapatan Daerah;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
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6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
7) Badan Penaggulangan Bencana Daerah.
g. Satuan Polisi Pamong Praja
h. Rumah Sakit Daerah, terdiri dari:
1) RSUD Kanjuruhan Kepanjen, dan
2) RSUD Lawang.

i. Kecamatan yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga).

5. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam menyelenggarakan kewenangan daerah yang dijabarkan dalam
tugas pokok dan fungsi, salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan adalah tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang
memadai sesuai dengan kebutuhan. Kondisi sumber daya aparatur pada

Pemerintah Kabupaten Malang disajikan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik Data PNS Kabupaten Malang Berdasarkan Golongan Ruang

B Pria I Wanita

3,000
2,500
2,000
1,500

1,000

lla b e Ud IWa Wb e Wid W/ Wty 1y e e e IvE IV
a b ¢ d a b ¢ d e
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Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2019
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Persentase Jumlah PNS Kabupaten Malang Berdasarkan Golongan Ruang
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Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia per 31
Desember 2019

Berdasarkan grafik PNS Kabupaten Malang per 31 Desember 2019, dapat
digambarkan bahwa PNS golongan IVb merupakan kelompok Golongan PNS
dengan jumlah terbanyak dengan persentase 22,8% dan golongan la dengan
jumlah paling sedikit dengan persentase 0,01%. Jumlah keseluruhan PNS di

Kabupaten Malang berjumlah 12.296.

6. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2018

Sebelum diuraikan perencanaan strategis, perencanaan kinerja dan
pengukuran kinerja tahun 2019 terlebih dahulu disampaikan capaian kinerja
Tahun 2018 guna memberikan gambaran terhadap capaian kinerja tahun 2018
yang merupakan tingkat keberhasilan kinerja Kabupaten Malang pada periode
tahun ketiga, sejak ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2016 yang kemudian di reviu
dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 yang telah disusun dalam
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2018 dan telah
disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:
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No Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi | capaian
1 | Mewujudkan mentalitas | Persentase  konflik
kehidupan sosial yang | sosial yang ditangani
tertib melalui
terciptanya kerukunan
kehidupan umat 100% 100% 100%
beragama dan
kepatuhan masyarakat
terhadap peraturan
diberlakukan didaerah
2 | Mewujudkan reformasi | Indeks Reformasi
birokrasi dalam | Birokrasi
mendukung tata kelola 68,70 79,92 116,33%
pemerintahan yang
baik
3 | Meningkatkan kualitas | Indeks 68,75
sumber daya manusia Pembangunan - 69,40 100,58%
Manusia 69,00
4 | Meningkatkan 1. Persentase
perekonomian tingkat >40%
- 5,51% 98,22%
masyarakat pertumbuhan
ekonomi >61%
2. Jumlah
kunjungan
wisatawan 7.203.579 7.172.358
nusantara dan Orang orang 99,56%
wisatawan
mancanegara
5 | Mewujudkan 1. Persentase 10,94%
penyelenggaraan angka - 10,37% 101,61%
pemerintahan desa kemiskinan 10,54%
dalam 2. Persentase desa
Mengentaskan mandiri
kemiskinan
_ 6,35% 6,88% 108,34%
yang responsif,
transparan dan
akuntabel
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No

Sasaran Strategis

Indikator

Target

Realisasi

Capaian

Meningkatkan kualitas
dan kuantitas
infrastruktur daerah
dalam rangka untuk
pemerataan

hasil pembangunan

Indeks Gini

0,321

0,317

0,37

100%

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan

daerah

Indeks Kualitas

Lingkungan
(IKLH)

Hidup

68,83

70,60

108,58%

* Hasil Penilaian Mandiri

** Angka proyeksi

*** Data sementara dari BPS
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D. Sistematika

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB | PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Gambaran Umum

1.

A N A

6.

Kondisi Geografis

Kondisi Topografis

Wilayah Rawan Bencana
Organisasi Perangkat Daerah
Sumber Daya Manusia Aparatur

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2018

D. Sistematika
BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Perjanjian Kinerja
BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Kinerja

1.1. Perbandingan Antara Target & Realisasi Kinerja Tahun
2019

1.2. Perbandingan Capaian KinerjaTahun 2019 dengan
Tahun 2018

1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode
RPJMD

1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian

Nasional

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

1.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan
1.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran

1.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

B. Realisasi Anggaran
C. Prestasi Tahun 2019
BAB IV PENUTUP
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
- Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- Pengukuran Kinerja Tahun 2019
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BAB Il
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara
sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan
kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu
Rencana Strategis Instansi Pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan
dalam pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Perencanaan Strategis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang
selanjutnya disingkat RPJM merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5
(lima) tahun, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2004 ayat (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan
memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi
pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat
Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai
dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan
yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Malang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021. Perkembangan perencanaan tahun pertama dan awal tahun
kedua dalam implementasi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yaitu
terdapat beberapa kebijakan Pemerintah yang berdampak pada perlunya
penyesuaian atau perubahan dalam hal kelembagaan/organisasi, perencanaan dan
penganggaran seluruh daerah di Indonesia. Salah satu perubahan kebijakan
nasional dimaksud, adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan
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Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dengan terbitnya
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen
perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena
itu Pemerintah Kabupaten Malang melakukan reviu terhadap RPJMD Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021 dan telah ditetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 44
Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program
Prioritas Perangkat Daerah.

Kedudukan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan
dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Malang untuk periode 5 (lima)
tahun pada tahap ke-3 dari RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025. Dokumen
perencanaan ini dalam perkembangannya dapat mengalami perubahan berdasarkan
ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur
dalam Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan
bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil
pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau
penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Perubahan
RPJMD Kabupaten ini didasarkan pada pertimbangan karena adanya perubahan
kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini juga diatur dalam
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan Daerah yaitu pasal 282 ayat (1) huruf (c) bahwa Perubahan RPJPD
dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar.
Selanjutnya diperjelas pada ayat (2) bahwa perubahan yang mendasar
sebagaimana disebut pada ayat (1) Huruf (c) mencakup antara lain terjadinya
bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial dan budaya,
gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Ketentuan tersebut diatas menjadi landasan pemikiran untuk dilakukan
perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016
tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dengan maksud untuk
menyelaraskan konsistensi antara dokumen perencanaan dan akuntabilitas
pelaporannya. Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018
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tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

1. Visi

Pengertian Visi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2004 Pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang
tercantum dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 harus dicapai pada
tahun 2021. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala
Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan
RPJM Nasional. Oleh karenanya, perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD
Kabupaten Malang tidak sepenuhnya berasal dari visi, misi dan program Kepala
Daerah, namun juga menyesuaikan dengan RPJM Nasional dan Provinsi.

Visi Kabupaten Malang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang
tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP”.

Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai
berikut:
“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqgomah dan Memiliki
Mental Bekerja keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang

Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”.

Penggunaan istlah MADEP MANTEB MANETEP merupakan filosofi
pembangunan yang bukan hanya memiliki arti yang baik, melainkan juga memiliki
akar historis pada kebudayaan nusantara dan Kabupaten Malang. Adapun arti nilai
filosofis dari istilah MADEP MANTEB MANETEP yakni:

Pertama, niat untuk konsisten dalam menjalankan amanat konstitusi dan
pembangunan, atau diberi istilah Madep.

Kedua, untuk mewujudkan niat tersebut pemerintah berkomitmen untuk memiliki
sikap kedisplinan, bekerja keras dan produktif dalam pelaksanaan pembangunan,
atau disebut dengan Manteb.

Ketiga, untuk tujuan pembangunan Kabupaten Malang dalam 5 tahun kedepan,
Pemerintah Kabupaten Malang menginginkan agar setiap pembangunan dapat
dirasakan secara nyata oleh masyrakat, atau diberi istilah Manetep.
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Visi Pokok Visi Penjelasan Visi
Terwujudnya Kabupaten Madep Upaya pelaksanaan pembangunan
Malang yang Madep yang berdasarkan pada
Mantep Manetep konsistensi/istigomah

Mantep Tekad yang selalu lebih baikdan
maju
Manetep Kesejahteraan dalam pembangunan

harus dapat dirasakan secara nyata

oleh masyarakat

2. Misi

Pengertian Misi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2004 Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai

pemersatu gerak, langkah bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan

tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan

Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

MISI 1 : Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat

dalam pembangunan

guna menunjang percepatan

revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang

toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;

MISI 2 . Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan

demokratis berbasis teknologi informasi;

MISI 3 : Melakukan
pendidikan,

percepatan

kesehatan,

pembangunan di bidang

dan ekonomi  guna

meningkatkan indeks pembangunan manusia;

MISI 4 . Mengembangkan

ekonomi masyarakat berbasis

pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;

MISI 5 :  Melakukan percepatan pembangunan desa melalui

penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM,

dan pengembangan produk unggulan desa;
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MISI 6 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan,
transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan
prasarana lingkungan yang menunjang aktifitas sosial
ekonomi kemasyarakatan;

MISI 7 . Memperkokoh kesadaran dan perilaku kemasyarakatan
dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

3. Tujuan

Pengertian tujuan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja, Instansi Pemerintahan, adalah sesuatu (apa) yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)
tahunan. Tujuan dimaksud mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta
didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan hal tersebut, maka
tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat
menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Berikut ini

tujuan yang secara spesifik ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan antara lain:

a. Misi 1 Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang
berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi
hukum dengan tujuan:

Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya
kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap
peraturan diberlakukan di daerah;

b. Misi 2 Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis
teknologi informasi dengan tujuan:

Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan
yang baik;

c. Misi 3 Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan indeks pembangunan
manusia dengan tujuan:

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

d. Misi 4 Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian,

pariwisata, dan industri kreatif dengan tujuan:

Meningkatkan perekonomiaan masyarakat;
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e. Misi 5 Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan
kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk
unggulan desa dengan tujuan:

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam mengentaskan
kemiskinan yang responsive, transparan dan akuntabel;

f. Misi 6 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi,
telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan
yang menunjang aktifitas sosial ekonomi kemasyarakatan dengan tujuan:
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk
pemerataan hasil pembangunan;

g. Misi 7 Memperkokoh kesadaran dan perilaku kemasyarakatan dalam
menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan tujuan:

Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan

yang berwawasan lingkungan.

4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi
Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang
lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang
dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan
pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator
sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.
Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan
secara berkesinambungan dalam Rencana Strategis/Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah. Adapun sasaran umum yang merupakan target atau
hasil yang diharapkan dari pembangunan Kabupaten Malang dalam kurun waktu
5 tahun kedepan yang diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan

masyarakat yaitu sebagai berikut:

Misi Kesatu : Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan guna menunjang percepatan
revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang
toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum.

Sasaran . a. Meningkatnya kerukunan kehidupan umat beragama,;
b. Ketentraman dan ketertiban umum:;

c. Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal
dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produkitif

bagi pembangunan daerah;
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Misi Kedua

Sasaran

Misi Ketiga

Sasaran

Misi Keempat

Sasaran

L 2

d. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender;
e. Mengembangkan potensi bakat dan keterampilan
pemuda dan olahraga dalam  meningkatkan

prestasinya.

Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan

demokratis berbasis teknologi informasi

a. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan
publik;

b. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerabh;

c. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang
baik;

d. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
daerah;

e. Meningkatnya profesionalisme aparatur birokrasi;

f. Terselesaikannya pengelolaan tanah untuk kebutuhan
pembangunan pemerintah;

g. Mengembangkan hasil-hasil kajian yang bermanfaat
untuk peningkatan kinerja pemerintahan;

h. Meningkatkan kualitas layanan fasilitas rancangan

peraturan daerah.

Melakukan percepatan pembangunan di bidang

pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna

meningkatkan indeks pembangunan manusia

a. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan PAUD,
pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan;

b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;

c. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk.

Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis
pertanian, pariwisata, dan industri kreatif
a. Meningkatnya kinerja sektor pertanian;
b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sub sektor
pertanian;
Meningkatnya perkembangan usaha industri kreatif;
d. Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM,;
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Misi Kelima

Sasaran

Misi Keenam

Sasaran

Misi Ketujuh

Sasaran
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e. Meningkatnya nilai investasi;

f.  Meningkatnya jumlah PAD;

g. Meningkatnya kinerja sektor peternakan;

h. Meningkatnya penghasilan daerah dari sektor

pariwisata.

Melakukan percepatan pembangunan desa melalui

penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM,

dan pengembangan produk unggulan desa

a. Menurunkan jumlah pengangguran di desa;

b. Menurunnya jumlah PMKS di pedesaan,;

c. Meningkatnya pemenuhan  kecukupan pangan
masyarakat

d. Meningkatnya desa maju Kabupaten Malang.

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur  jalan,

transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman

dan prasarana lingkungan yang menunjang aktifitas

sosial ekonomi kemasyarakatan

a. Meningkatnya kualitas layanan jalan Kabupaten
Malang;

b. Meningkatnya sarana prasaran permukiman dan
lingkungan;

c. Meningkatnya sarana prasarana sumber daya air untuk
keperluan irigasi;

d. Meningkatnya kapasitas banddwidth layanan jaringan

internet ke seluruh pedesaan.

Memperkokoh kesadaran dan perilaku kemasyarakatan

dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup

a. Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup
melalui upaya pencegahan dan pengendalian
pencemaran serta peningkatan tutupan lahan;

b. Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang
responsif melalui upaya pemberdayaan, pemulihan
masyarakat dan sarana prasarana dalam rangka

pengurangan resiko bahaya.
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5. Kebijakan dan Program

Kebijakan umum merupakan sarana untuk mencapai tujuan disertai target
yang hendak dicapai. Kebijakan umum yang dirumuskan Pemerintah Kabupaten
Malang guna mempertajam Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016-2021 ke dalam pilihan program unggulan serta program
prioritas di masing-masing misi yang disinergikan dengan strategi agar lebih
tepat/terstruktur.

Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021
disusun sebagai tahap operasional dari upaya untuk mencapai Visi dan Misi
Kabupaten Malang selama lima tahun ke depan yang menggambarkan
keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan
indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program
pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan
yang ditetapkan.

Sesuai dengan Strategi dan Arah Kebijakan yang ada, Pemerintah
Kabupaten Malang menetapkan tiga strategi umum sebagai prioritas dalam
kegiatan pembangunan pada periode tahun 2016-2021. Ketiga strategi umum
tersebut ialah:

1. Kemiskinan;
2. Lingkungan hidup;
3. Wisata.

Sebagai prioritas dalam kebijakan umum dan program pembangunan,
ketiganya tidak akan berdiri terpisah, melainkan dapat bersinergi atau saling
memiliki keterhubungan. Hal inilah yang menjadikan Pemerintah Kabupaten
Malang merasa bahwa tiga hal ini merupakan potensi yang harus dimunculkan
dalam prioritas. Selain itu, Kabupaten Malang memiliki potensi dan masalah
dalam bidang wisata, lingkungan hidup dan kemiskinan yang perlu untuk
ditangani. Keterhubungan ketiganya akan saling menyelesaikan msalah dan
bahkan akan mengembangkan potensi yang berdampak positif bagi pemerintah
daerah.

Kebijakan umum kemiskinan. Sebagaimana telah diketahui, kemiskinan
menjadi masalah serius yang harus ditanggulangi oleh pemerintah. Posisi
Pemerintah Kabupaten Malang dalam menanggulangi kemiskinan salah satunya
adalah menjadi fasilitator yang melayani masyarakat dalam mengakses sumber
daya ekonomi.

Kebijakan umum lingkungan hidup. Lingkungan hidup berpotensi

dimanfaatkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, lingkungan
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hidup juga memberikan efek berupa bencana yang dapat menimbulkan kerugian.
Efek ini akan terjadi bilamana kualitas lingkungan hidup tidak dijaga dengan baik.
Pemerintah Kabupaten Malang memiliki komitmen untuk melaksanakan
pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan lingkungan hidup karena
potensi lingkungan hidup dan sumber daya alam di Kabupaten Malang cukup
potensial.

Kebijakan umum pariwisata. Perkembangan industri pariwisata akan
diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang menyasar pengentasan
kemiskinan, dan pengembangan sarana edukasi akan pentingnya menjaga
kualitas lingkungan hidup. Misalnya, pada pengembangan industri ekowisata,
kondisi alam yang bagus akan menarik perhatian wisatawan untuk datang
berwisata.

Ketiga prioritas strategi umum ini bukan kemudian menyingkirkan
kebijakan lain dalam kaitannya dengan Kkebijakan umum dan prioritas
pembangunan daerah Kabupaten Malang. Akan tetapi posisinya hanya sebatas
sebagai prioritas yang merupakan hasil pengembangan dengan merujuk kondisi
potensi dan masalah di Kabupaten Malang. Penetapan program prioritas
pembangunanyang disesuaikan dengan strategi dan arah kebijakan

pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

a. Sasaran . Meningkatnya kerukunan kehidupan umat beragama.
Strategi . Menginisiasi forum-forum kerukunan antar umat
beragama.
Arah kebijakan : Memfasilitasi kebijakan yang memperkuat kerukunan

umat beragama dalam suasana saling menghormati.

Program pembangunan meliputi :

1) Program Peningkatan Kewaspadaan Daerah.

2) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

3) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

b. Sasaran . Ketentraman dan ketertiban umum.

Strategi :  Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
berpartisipasi aktif dalam menegakkan peraturan yang
berlaku.

Arah Kebijakan : Mengimplementasikan sistem komplain dan membentuk
tim reaksi cepat dalam penyelesaiannya komplain
masyarakat.

Program pembangunan adalah Program Penegakan Perundang-Undangan

Daerah.
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c. Sasaran . Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal
dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi
pembangunan daerah.

Strategi . Menginisiasi dan berperan aktif dalam even-even
budaya dan seni masyarakat.

Arah kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan yang mendukung
gerakan cinta budaya lokal.

Program pembangunan adalah Program Pengelolaan Kekayaan dan

Keragaman Budaya.

d. Sasaran :  Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender.

Strategi . Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam menjamin
terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.

Arah Kebijakan : Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan
yang menjamin keadilan dan kesetaraan gender.

Program pembangunan meliputi:

1) Program kualitas hidup perempuan dan keluarga;

2) Program pengarusutamaan gender;

3) Program perlindungan hak perempuan.

e. Sasaran . Mengembangkan potensi bakat dan keterampilan

pemuda dan olahraga dalam meningkatkan prestasinya.

Strategi . Memfasilitasi penjaringan Pemuda dan Olahragawan
yang berpotensi untuk berprestasi.

Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan pengembangan
prestasi Pemuda dan Olahraga.

Program pembangunan meliputi:

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga;

2) Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan dan Penumbuhan

Kewirausahaan Pemuda;

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

f. Sasaran . Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan
publik.
Strategi : Meningkatkan kapasitas OPD dalam melaksanakan

pelayanan prima terhadap warganya.
Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin
masyarakat dalam mendapatkan layanan prima.
Program pembangunan meliputi:

1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;
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2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)

L 2

Program Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka;

Program Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan;

Program Penyelamatan, Pemeliharaan dan Pengolahan serta Pelayanan
Arsip;

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;

Program Pembinaan Lingkungan Sosial;

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS;

Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit/RS jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata;

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan;

10) Program Penataan Administrasi Pelayanan Kependudukan;

11) Program Standarisasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil;

12) Program Penataan Administrasi Pelayanan Pencatatan Sipil;

13) Program Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil;
14) Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
g. Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Strategi . Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah

sesuai standar yang diberlakukan.

Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan keuangan

yang terintegrasi dengan sistem perencanaan,

pelaporan dan pengawasan yang efektif.

Program pembangunan meliputi:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa,;
Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah;

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran
Pemerintah Daerah;

Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah;

Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja;

Program Pencegahan Korupsi;

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

h. Sasaran . Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang

baik.

Strategi . Meningkatkan kapasitas pengelolaan sistem pelaporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
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Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sistem
pelaporan yang terintegrasi dengan sistem
penganggaran dan perencanaan dan meningkatkan
kapasitas individu dan unit pengelola.

Program pembangunan meliputi:

1) Program Penguatan Organisasi dan Ketatalaksanaan;

2) Program Administrasi Tata Pemerintahan.

i. Sasaran . Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
daerah.
Strategi . Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan

pembangunan daerah.
Arah Kebijakan : Peningkatan pengelolaan sistem perencanaan yang
terintegrasi dan Penguatan kapasitas SDM Perencana.
Program pembangunan meliputi:
1) Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah;
2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah;
3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
4) Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya;

5) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

j. Sasaran : Meningkatnya profesionalisme aparatur birokrasi.
Strategi . Meningkatkan profesionalisme ASN berdasarkan sistem
merit.
Arah Kebijakan : Menjamin terselenggaranya kebijakan ASN berdasarkan

kompetensi, fit and proper test, reward and punishment.
Program pembangunan meliputi:
1) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
3) Program Administrasi Mutasi Jabatan dan Kepangkatan;

4) Program Peningkatan dan Pengembangan Data serta informasi

aparatur.
k. Sasaran . Terselesaikannya pengelolaan tanah untuk kebutuhan
pembangunan pemerintah.
Strategi . Meningkatkan kapasitas pengadaan dan penanganan
pertanahan.
Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan pengadaan tanah
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dan penanganan kasus pertanahan.

Program pembangunan meliputi:

1) Program Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah;

2) Program Penanganan Masalah Pertanahan.

. Sasaran . Mengembangkan hasil-hasil kajian yang bermanfaat
untuk peningkatan kinerja pemerintahan.

Strategi : Menginisiasi kajian-kajian untuk memecahkan problem
tatakelola pemerintahan dalam jangka waktu pendek
dan panjang;

Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan kemitraan dengan
berbagai sektor dalam melaksanakan kajian-kajian
tatakelola pemerintahan;

Program pembangunan meliputi:

1) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan;

2) Program Penelitan dan Pengembangan Bidang Sosial dan

Kemasyarakatan;
3) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Investasi dan
Keuangan;

4) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan.

m. Sasaran . Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi rancangan
peraturan daerah.

Strategi . Memfasilitasi terselenggaranya layanan yang berkualitas
dalam rancangan peraturan daerah.

Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan peningkatan kualitas
layanan dengan melibatkan partisipasi individu dan
organisasi yang kompeten.

Program pembangunan meliputi:

1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

2) Program Kerjasama Informasi Kinerja DPRD dengan Mass Media;

3) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.

n. Sasaran : Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan PAUD,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.

Strategi . Meningkatkan  kualitas dan akses pendidikan
masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar
pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pendidikan Daerah Kabupaten.
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Arah Kebijakan : Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan

yang menjamin hak-hak masyarakat terhadap kualitas
dan akses pendidikan sesuai dengan Standar

Pelayanan Minimal pendidikan Daerah kabupaten.

Program pembangunan meliputi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Program Peningkatan Mutu Tenaga Teknis Pendidikan;

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD);

Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;

Program Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri.

0. Sasaran :  Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Strategi . Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui

peningkatan  kapasitas sumber daya manusia
kesehatan, sarana dan prasarana serta pelayanan yang

efektif dan efisien sesuai standar.

Arah Kebijakan : Mengimplementasikan dan menformulasikan kebijakan

yang menjamin hak - hak masyarakat terhadap derajat

kesehatan masyarakat.

Program pembangunan meliputi:

1) Program Sumber Daya Kesehatan;

2) Program Upaya Pelayanan Kesehatan;

3) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat;

4) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak

Menular;
5) Program Pembinaan Lingkungan Sosial.
p. Sasaran : Menurunnya laju pertumbuhan penduduk.

Strategi . Meningkatkan pembinaan keluarga dan desa keluarga
berencana melalui keikutsertaan dalam Keluarga
Berencana;

Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan pembinaan keluarga

dan desa keluarga berencana melalui keikutsertaan

dalam Keluarga Berencana,;

Program pembangunan meliputi:

1)
2)
3)

Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk;
Program Pelayanan Keluarga Berencana;

Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana.
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g. Sasaran . Meningkatkan kinerja sektor pertanian.
Strategi :  Meningkatkan produksi hasil pertanian dan perkebunan.
Arah Kebijakan : Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan

yang mendukung peningkatan  produksi  dan
produktivitas pertanian dan perkebunan.
Program pembangunan meliputi:
1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman
Pangan;
2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Hortikultura;
3) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Perkebunan;
4) Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku;
5) Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan;

6) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan.

r. Sasaran . Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sub sektor
perikanan.
Strategi : Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.
Arah Kebijakan : Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan

yang mendukung kesejahteraan pelaku usaha
perikanan.

Program pembangunan meliputi:

1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan;

2) Program Pemberdayaan Nelayan Kecil;

3) Program Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan;
4) Program Pemberdayaan Pembudidaya lkan.
s. Sasaran . Meningkatnya perkembangan usaha industri kreatif.

Strategi . Mengembangkan inovasi dan kreasi hasil produk
industri kreatif lokal.

Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan yang meluaskan
pasar hasil produk industri kreatif;

Program pembangunan meliputi:

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro;

2) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Non Agro;

3) Program Pembinaan Industri;

4) Program Pembinaan Lingkungan Sosial;

v
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5) Program Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan;
6) Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan.
t. Sasaran :  Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM.
Strategi : 1) Mengembangkan koperasi yang sehat dan mandiri;
2) Mengembangkan UMKM yang sehat dan mandiri.
Arah Kebijakan : 1) Mengimplementasikan kebijakan koperasi yang
memberi manfaat bagi masyarakat menengah ke
bawah;
2) Mengimplementasikan kebijakan yang memperluas
pasar hasil produksi UMKM.
Program pembangunan meliputi:
1) Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan
Usaha Mikro;
2) Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha
Mikro;
3) Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha,;
4) Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro;
5) Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro;

Program Pembinaan Lingkungan Sosial.

u. Sasaran :  Meningkatnya nilai investasi.
Strategi . Meningkatkan nilai investasi luar dan dalam negeri.
Arah Kebijakan : Mempermudah kebijakan perizinan dan investasi.

Program pembangunan meliputi:

1) Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan
Kemasyarakatan;

2) Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Perekonomian dan
Sosial Budaya,;

3) Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi;

4) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

v. Sasaran :  Meningkatnya jumlah PAD.
Strategi . Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi PAD.
Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan yang dapat menggali
potensi PAD.

Program pembangunan meliputi:
1) Program Pelayanan Penerimaan Pajak BPHTB dan BUMD;
2) Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan PBB Perdesaan dan

Perkotaan;

v
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3) Program Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Daerah;
4) Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Non PBB dan
BPHTB.

w. Sasaran : Meningkatnya kinerja sektor peternakan.

Strategi

1) Pengembangan kawasan sentra produksi peternakan;

2) Pengembangan sumberdaya manusia bidang peternakan;

3) Pengoptimalan pemanfaatan potensi sumberdaya alam peternakan;

4) Pengembangan pemanfaatan teknologi peternakan.

Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan yang dapat
meningkatkan produksi hasil ternak;

Program pembangunan meliputi:

1) Program Pengembangan Agribisnis Peternakan;

2) Program Prasarana Sarana dan Penyuluh Peternakan;

3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;

4) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

Sasaran : Meningkatnya penghasilan daerah dari  sektor
pariwisata.
Strategi . Mewujudkan potensi daerah tujuan wisata yg

terintegrasi dalam rangka meningkatkan kunjungan
wisata;

Arah Kebijakan : Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan
pariwisata yang terintegrasi dengan pariwisata diwilayah
lainnya di Malang Raya (Kota Malang dan Batu);

Program pembangunan meliputi:

1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
2) Program Pengembangan Kemitraan;

3) Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya.

Sasaran : Menurunkan jumlah pengangguran di desa.

Strategi . Menurunkan jumlah pengangguran terutama di
pedesaan;

Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan yang dapat

meningkatkan  kompetensi dan  peluang kerja
pengangguran;

Program pembangunan meliputi:

1) Program Perluasan dan Penempatan Kerja;

2) Program Pembinaan Lingkungan Sosial;

v
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3) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja;
4) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;

5) Program Ketransmigrasian.

Sasaran :  Menurunnya jumlah PMKS di pedesaan.
Strategi :  Menurunkan jumlah PMKS terutama di pedesaan,;
Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan penanganan PMKS

yang terintegrasi;
Program pembangunan meliputi:
1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2) Program Penanganan Fakir Miskin;

3) Program Pemberdayaan Sosial.

Sasaran :  Meningkatnya pemenuhan kecukupan pangan
masyarakat.
Strategi : 1) Meningkatkan koordinasi, sinergitas lintas sektor,

intervensi dan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan
pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan;

2) Memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan
sumber pangan lokal untuk memenuhi pangan
beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)
melalui promosi dan edukasi.

Arah Kebijakan : 1) Meningkatkan cadangan pangan pemerintah dan
masyarakat;

2) Meningkatkan gizi dan keamanan pangan.

Program pembangunan meliputi:

1) Program Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan,;
2) Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan;
3) Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;

4) Program Keamanan Pangan.

Sasaran :  Meningkatnya desa maju Kabupaten Malang.

Strategi :  Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui
pemberdayaan potensi desa, pemerintahan desa,
kelembagaan masyarakat, dan ekonomi desa.

Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan yang dapat menjamin

terwujudnya desa maju.
Program pembangunan meliputi:

1) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;

v
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2) Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;

4) Program Pengembangan Potensi Desa.

cc. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten
Malang.
Strategi . Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk

daerah prioritas.

Arah Kebijakan : Melaksanakan pembangunan infrastruktur  yang
mendukung pemerataan hasil ekonomi, pariwisata dan
lingkungan hidup.

Program pembangunan meliputi:

1) Program Pembangunan dan Peningkatan;

2) Program Pemeliharaan.

dd. Sasaran . Meningkatkan Sarana Prasarana Permukiman dan
Lingkungan.
Strategi . Menjamin Keberlangsungan Kualitas dan Kuantitas

Sarana Prasarana Permukiman dan Lingkungan.

Arah Kebijakan : Mengimplimentasikan kebijakan mengurangi Kawasan
Permukiman Kumuh, Rumah Tidak Layak Huni dan
peruntukan bangunan yang tidak sesuai dengan tata
ruang.

Program pembangunan meliputi:

1) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman;

2) Program Pengelolaan Perumahan;

3) Program Pengelolaan Air Limbah Domestik;

4) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

5) Program Penataan Ruang dan Penataan Bangunan.

ee. Sasaran . Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan.

Strategi . Memfasilitasi Sarana Prasarana Perhubungan untuk
keselamatan pengguna jalan;

Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin
keselamatan pengguna jalan;

Program pembangunan meliputi:

1) Program Peningkatan Keselamatan Transportasi;
2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3) Program Terminal dan Perparkiran;

4) Program Pelayanan UPT Perhubungan.

v
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ff. Sasaran . Meningkatnya Sarana Prasarana Sumber Daya air untuk
keperluan irigasi.
Strategi :  Meningkatkan kapasitas irigasi di daerah-daerah yang
berpotensi menghasilkan produk-produk pertanian.
Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan yang mendukung
perluasan penyaluran irigasi air persawahan.
Program pembangunan meliputi:
1) Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air;
2) Program Pembinaan,Pengendalian dan Pemanfaatan SDA,;
3) Program Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana penyediaan
air irigasi;
4) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi serta
Penanggulangan Darurat akibat Bencana;

5) Program Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya

Air.
gg. Sasaran . Meningkatnya kapasitas bandwidth layanan jaringan
internet ke seluruh pedesaan.

Strategi :  Meningkatkan kapasitas bandwidth layanan jaringan
internet di daerah-daerah yang mengalami keterbatasan
akses internet.

Arah Kebijakan : Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan

kemitraan dalam meningkatkan akses dan kualitas
internet di daerah-daerah terpencil.
Program pembangunan meliputi:
1) Program Layanan Persandian, Pengembangan, Peningkatan SDM di
Bidang Aplikasi Informatika,;
2) Program Pemberdayaan, pengembangan, pembinaan dan
3) penyebarluasan informasi;
4) Program Pengkajian, Penelitian, Pengembangan dan Pemeliharaan
Infrastruktur TIK.
hh. Sasaran : Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup
melalui upaya pencegahan dan pengendalian
pencemaran serta peningkatan tutupan lahan.
Strategi : 1) Mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran air;
2) Mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran

udara;

v
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3) Mencegah kerusakan lahan dan meningkatkan
tutupan vegetasi.
Arah Kebijakan : 1) Melaksanakan pemantauan dan pengukuran kualitas
air;
2) Melaksanakan pemantauan dan pengukuran kualitas
udara;
3) Melaksanakan konservasi dan pembinaan dalam
pengelolaan tutupan vegetasi.
Program pembangunan meliputi:
1) Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam;
2) Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Lingkungan Hidup;
3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan
Penanganan Limbah B3;
4) Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis
Pelayanan Persampahan (UPTPP);
5) Program Pembinaan Lingkungan Sosial;
6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH.

ii. Sasaran . Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana yang
Responsif melalui upaya pemberdayaan, pemulihan
masyarakat dan sarana prasana dalam rangka
pengurangan resiko bencana.

Strategi : 1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan
Resiko Bencana;
2) Penanganan Bencana yang Responsif dan
Koordinatif disertai dukungan logistik dan peralatan
penanggulangan bencana;
3) Pemulihan masyarakat dan pengoperasionalan
sarana prasana.
Arah Kebijakan : 1) Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengurangan Resiko Bencana,;
2) Melaksanakan  Penanganan Bencana  yang
Responsif dan Koordinatif disertai dukungan logistik
dan peralatan penanggulangan bencana;
3) Melaksanakan Pemulihan  masyarakat dan

mengoperasionalkan sarana prasana.

v
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Program pembangunan meliputi:
1) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
2) Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Pasca Bencana;

3) Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana.

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja
merupakan komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah serta kesepakatan
antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan

tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Malang
pada tahun 2019 yang kemudian ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja
merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang pada
tahun bersangkutan. Oleh karena itu, perjanjian kinerja menjadi kontrak kinerja yang
harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur
keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja,

Pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan indikator kinerja sebagaimana
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun
2019 dalam perjalanannya mengalami perubahan dikarenakan ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Pada
perubahan RPJMD tersebut menetapkan indikator kinerja utama baru. Perjanjian Kinerja

Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2019 sebagai berikut:

v
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET
1 Mewujudkan mentalitas kehidupan | Persentase konflik  sosial
sosial  yang tertib melalui | yang ditangani
terciptanya kerukunan kehidupan
umat beragama dan kepatuhan 100%
masyarakat terhadap peraturan
diberlakukan didaerah
2 Mewujudkan reformasi birokrasi | Indeks Reformasi Birokrasi
dalam mendukung tata kelola 69,20
pemerintahan yang baik
3 Meningkatkan  kualitas  sumber | Indeks Pembangunan
daya manusia Manusia 69,00
69,50
4 | Meningkatkan perekonomian |1. Persentase tingkat 5,50%
masyarakat pertumbuhan ekonomi -
5,71%
2. Jumlah kunjungan
wisatawan nusantara 8.013.981
dan wisatawan Orang
mancanegara
5 Mewujudkan penyelenggaraan |1. Persentase angka 10,44%
pemerintahan desa dalam kemiskinan -
Mengentaskan kemiskinan 10,04%
yang responsif, transparan dan [2. Persentase desa mandiri
akuntabel rAL%
6 | Meningkatkan kualitas dan | Indeks Gini
kuantitas  infrastruktur ~ daerah 0316
dalam rangka untuk pemerataan ]
hasil pembangunan 0310
7 | Meningkatkan kebersamaan | Indeks Kualitas Lingkungan
masyarakat dalam mewujudkan | Hidup (IKLH) 69 07

pembangunan yang berwawasan

lingkungan

v
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AKUNTABILITAS KINERJA

Tanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capaian
Indikator Kinerja Utama. Formulir Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan formulir isian
data kinerja Target dan Realisasi Tahun 2019, yang diisi oleh Perangkat Daerah
berdasarkan kewenangannya.

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik
indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi
yang bersangkutan yaitu:

a. Spesifik;

b. Dapat dicapai;

c. Relevan;

d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
e. Dapat dihitung dan diukur.

Pengumpulan data kinerja merupakan tanggungjawab Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang yang memiliki fungsi pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Kebijakan

Pemerintahan Daerah.

Pengukuran Capaian Kinerja

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja untuk lebih meningkatkan
akuntabilitas kinerja, diperlukan adanya penetapan indikator kinerja utama di lingkungan
instansi masing-masing.

Pengukuran Capaian Kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang
dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang
telah ditetapkan untuk mendukung kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah sebagaimana ditetapkan
dalam RPJMD.

Pengukuran Capaian Kinerja dilaksanakan pada setiap akhir periode instansi dengan
melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen
penetapan kinerja yang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan
realisasi kinerja.

Selanjutnya, hasil pengukuran capaian kinerja dilaporkan dalam Laporan Kinerja
berupa laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi
dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja dimanfaatkan untuk:

a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;

d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
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Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja, baik
secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai
tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang dari segi pengukuran kinerja yang
dituangkan dalam Laporan Kinerja merupakan hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Malang
melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan
2 (dua) formulir pengukuran kinerja sebagaimana terlampir dalam laporan ini dengan
pendekatan activity basic management pada setiap aktifitas yang dilakukan pengukuran
kinerjanya yaitu sebagai berikut:

1. Rencana Kinerja

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja
mencakup target/rencana masing—-masing misi Kabupaten Malang dengan cara
mencapainya melalui sasaran, Indikator Kinerja Utama, kebijakan, program dan kegiatan-
kegiatan. Selanjutnya dilakukan Pengukuran Kinerja dari masing-masing indikator yang telah
ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.
Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan rumus
sebagai berikut:

1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin

baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase Realisasi

Pencapaian rencana = X 100%

: . Rencana
tingkat capaian

2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin

rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase Rencana — (Realisasi — Rencana)

Pencapaian rencana = X 100%
. , Rencana

tingkat capaian

Sedangkan untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja Pemerintah
Kabupaten Malang, ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan
atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai
berikut:

85 keatas : Sangat Berhasil

70<X<85 : Berhasil

55<X<70 : Cukup Berhasil
X <55 : Kurang Berhasil
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A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1.

Capaian Kinerja

1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Realisasi

No Sasaran Strategis Indikator Target Capaian
1 | Mewujudkan mentalitas | Persentase konflik
kehidupan sosial yang | sosial yang
tertib melalui terciptanya | ditangani
kerukunan kehidupan
100% 100% 100%
umat beragama dan
kepatuhan masyarakat
terhadap peraturan
diberlakukan didaerah
2 | Mewujudkan reformasi | Indeks Reformasi
birokrasi dalam | Birokrasi
69,20 68,83* 99,47%
mendukung tata kelola
pemerintahan yang baik
3 | Meningkatkan  kualitas | Indeks 69,00
sumber daya manusia Pembangunan - 70,3 101,15%
Manusia 69,50
4 | Meningkatkan 1. Persentase
_ . 5,50%
perekonomian tingkat
- 5,50% 100%
masyarakat pertumbuhan
_ 571%
ekonomi
2. Jumlah
kunjungan
wisatawan
8.013.981 | 8.049.829 100,45%
nusantara dan
wisatawan
mancanegara
5 | Mewujudkan 1. Persentase 10,44%
penyelenggaraan angka - 9,47% 105,68%
pemerintahan desa kemiskinan 10,04%
dalam 2. Persentase
Mengentaskan desa mandiri
kemiskinan
yang responsif, 7,41% 10,58% 142,78%
transparan dan
akuntabel
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No Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi Capaian
6 | Meningkatkan  kualitas | Indeks Gini
dan kuantitas
_ 0,316
infrastruktur daerah
- 0,37** 119,35%
dalam rangka untuk
0,310
pemerataan
hasil pembangunan
7 | Meningkatkan Indeks Kualitas
kebersamaan Lingkungan Hidup
masyarakat dalam | (IKLH)
) 69,07 80,65 116,77%
mewujudkan
pembangunan yang
berwawasan lingkungan
* Hasil Penilaian Mandiri
** Data BPS tahun sebelumnya karena data tahun ini belum dirilis
1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu
Realisasi
No Sasaran Strategis Indikator Target
Th 2018 Th 2019
(n-1) (n)
1 | Mewujudkan  mentalitas | Persentase konflik
kehidupan sosial yang | sosial yang
tertib melalui terciptanya | ditangani
kerukunan kehidupan
100% 100% 100%
umat beragama  dan
kepatuhan masyarakat
terhadap peraturan
diberlakukan didaerah
2 | Mewujudkan reformasi | Indeks Reformasi
birokrasi dalam | Birokrasi
69,20 79,92 68,83*
mendukung tata kelola
pemerintahan yang baik
3 Meningkatkan kualitas | Indeks 69,00
sumber daya manusia Pembangunan - 69,40 70,3
Manusia 69,50
4 | Meningkatkan 1. Persentase
perekonomian tingkat 5,50%
masyarakat pertumbuhan - 5,50% 5,50%
ekonomi 571%
®
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Realisasi
No Sasaran Strategis Indikator Target
Th 2018 Th 2019
(n-1) (n)
2. Jumlah
kunjungan
wisatawan
usantara dan 8.013.981 | 7.172.358 | 8.049.829
wisatawan
mancanegara
5 | Mewujudkan 1. Persentase 10,44%
penyelenggaraan angka - 10,37% 9,47%
pemerintahan desa dalam kemiskinan 10,04%
Mengentaskan kemiskinan [2. Persentase
yang responsif, transparan desa mandiri 7,41% 6,88% 10,58%
dan akuntabel
6 | Meningkatkan kualitas dan | Indeks Gini
kuantitas infrastruktur 0,316
daerah dalam rangka - 0,32 0,37**
untuk pemerataan 0,310
hasil pembangunan
7 | Meningkatkan Indeks Kualitas
kebersamaan masyarakat | Lingkungan Hidup
dalam mewujudkan | (IKLH) 69,07 70,60 80,65
pembangunan yang
berwawasan lingkungan
* Hasil Penilaian Mandiri
** Data BPS tahun sebelumnya karena data tahun ini belum dirilis
1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPIJMD
Target L .
No Sasaran Strategis Indikator Akhir ?ﬁalzfisg' Kqukat
. emajuan
RPJMD
1 | Mewujudkan  mentalitas | Persentase  konflik
kehidupan sosial yang | sosial yang ditangani
tertib melalui terciptanya
kerukunan kehidupan
100% 100% 50%
umat beragama dan
kepatuhan masyarakat
terhadap peraturan
diberlakukan didaerah
°

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2019

44




L ]

Target

No Sasaran Strategis Indikator Akhir I‘T’iag%alzi KTing_kat
: emajuan
RPJMD
2 | Mewujudkan reformasi | Indeks Reformasi
birokrasi dalam | Birokrasi . .
mendukung tata kelola 020 08,83 98,05%
pemerintahan yang baik
3 | Meningkatkan kualitas | Indeks 70,00
sumber daya manusia Pembangunan - 70,3 100%
Manusia 70,50
4 | Meningkatkan 1. Persentase
perekonomian tingkat >70%
masyarakat pertumbuhan B >20% 96,49%
ekonomi >91%
2. Jumlah
kunjungan
wisatawan
usantara dan 10.052.688 | 8.049.829 80,08%
wisatawan
mancanegara
5 | Mewujudkan 1. Persentase 9,44%
penyelenggaraan angka - 9,47% 99.68%
pemerintahan desa dalam kemiskinan 9,04%
Mengentaskan kemiskinan |2. Persentase desa
yang responsif, transparan mandiri 9,52 % 10,58% 110,44%
dan akuntabel
6 | Meningkatkan kualitas dan | Indeks Gini
kuantitas infrastruktur 0,304
daerah dalam rangka - 0,37** 78,29%
untuk pemerataan 0,300
hasil pembangunan
7 | Meningkatkan Indeks Kualitas
kebersamaan masyarakat | Lingkungan  Hidup
dalam mewujudkan | (IKLH) 69,31 80,65 116,36%
pembangunan yang
berwawasan lingkungan
* Hasil Penilaian Mandiri
** Data BPS tahun sebelumnya karena data tahun ini belum dirilis
°
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1.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

Realisasi i i
No Sasaran Strategis Indikator Realisasi
Th. 2019 Nasional
1 | Mewujudkan mentalitas | Persentase konflik
kehidupan sosial yang tertib | sosial yang
melalui terciptanya kerukunan | ditangani 100% Tidak ada
0
kehidupan umat beragama dan realisasi nasional
kepatuhan masyarakat terhadap
peraturan diberlakukan didaerah
2 | Mewujudkan reformasi birokrasi | Indeks Reformasi ) o
_ _ Tidak ada realisasi
dalam mendukung tata kelola | Birokrasi 68,83* _
_ ) nasional
pemerintahan yang baik
3 | Meningkatkan kualitas sumber | Indeks
daya manusia Pembangunan 70,3 71,92
Manusia
4 | Meningkatkan perekonomian 1. Persentase
masyarakat tingkat
5,50% 4,97%
pertumbuhan
ekonomi
2. Jumlah
kunjungan
wisatawan Tidak ada realisasi
8.049.829 ,
nusantara dan nasional
wisatawan
mancanegara
5 | Mewujudkan  penyelenggaraan |1. Persentase
pemerintahan desa dalam angka 9,47% 9,22%
Mengentaskan kemiskinan kemiskinan
yang responsif, transparan dan |2. Persentase 10 58% Tidak ada realisasi
, (0}
akuntabel desa mandiri nasional
6 | Meningkatkan kualitas dan | Indeks Gini 0.38
kuantitas infrastruktur  daerah ’_ _
0,37** (realisasi
dalam rangka untuk pemerataan
_ September 2019)
hasil pembangunan
7 | Meningkatkan kebersamaan | Indeks Kualitas
masyarakat dalam mewujudkan | Lingkungan Hidup
80,65 71,67

pembangunan yang berwawasan

lingkungan

(IKLH)

* Hasil Penilaian Mandiri
** Data Bappeda

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2019

46




*

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Persentase Konflik Sosial yang Ditangani

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Malang pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Malang tahun 2019 berupa persentase
konflik sosial yang ditangani menunjukkan capaian sebesar 100 % dari
target yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebesar
100%.

Jumlah potensi konfik sosial yang masuk dalam penanganan pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang pada tahun 2019
sejumlah 7 (tujuh) laporan dan telah ditindaklanjuti seluruhnya
Pencapaian nilai indeks pada indikator tersebut diperoleh melalui
perhitungan Jumlah potensi konflik yang terfasilitasi/tertangani dibagi
jumlah konflik social pada tahun yang bersangkutan.

Adapun hal-hal utama yang menjadi pendorong keberhasilan tersebut,
yaitu:

1) Koordinasi secara intensif dengan pihak terkait;

2) Fasilitasi terhadap pihak-pihak  yang sedang mengalami
gesekan/bermasalah melalui agenda pertemuan/rapat untuk menghindari
terjadinya konflik agar tidak semakin melebar;

3) Dilakukan mediasi antara pihak yang sedang bermasalah/mengalami
gesekan untuk menghindari terjadinya konflik;

4) Dilakukan kesepakatan untuk mencari titik temu dalam upaya
penyelesaian masalah.

Sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan
datang, Pemerintah Kabupaten Malang melakukan langkah-langkah
sebagai berikut :

1) Meningkatkan cakupan penanganan konflik sosial/deteksi dini;

2) Meningkatkan koordinasi yang dilakukan secara intensif dengan pihak-
pihak terkait;

3) Meningkatkan fasilitasi terhadap pihak-pihak yang sedang mengalami
gesekan/bermasalah melalui agenda pertemuan/rapat untuk menghindari
terjadinya konflik agar tidak semakin melebar dan bisa segera tertangani;

4) Mengintensifkan mediasi antar pihak yang sedang bermasalah/gesekan
untuk menghindari terjadinya konflik;
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5) Meningkatkan kepekaan antara masyarakat dan pemerintah terhadap
adanya kejadian yang bisa mengakibatkan terjadinya potensi konflik di
wilayah;

6) Meningkatkan koordinasi dan pembuatan komitmen/kesepakatan dalam
hal penanganan potensi konflik.

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang
tersebut, program/ kegiatan yang menunjukkan output mendukung bagi
pencapaian kinerja organisasi antara lain :

1) Program Pendidikan Politik
Outcome dari Program Pendidikan Politik dengan Kegiatan Sosialisasi
Penyuluhan kepada Masyarakat adalah Cakupan Pendidikan Politik
dengan target 100% dan realisasi 95,61%;

2) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Outcome dari Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan
Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur
Budaya Bangsa berupa Persentase Peningkatan Cakupan Pendidikan
Wawasan Kebangsaan dengan target 100% dan realisasi 94,70%.
Program ini didukung oleh kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

3) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Outcome dari Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan dengan kegiatan fasilitasi forum keagamaan dan forum
kemasyrakatan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
berupa persentase tingkat keaktifan FKUB dengan target 100% dan
realisasi 99,60%.

4) Program Peningkatan Kewaspadaan Daerah
Outcome Program Peningkatan Kewaspadaan Daerah dengan Kegiatan
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Penanganan
Konflik Sosial berupa persentase penanganan konflik dengan target
100% dan realisasi 96,5 %.

.Indeks Reformasi Birokrasi

Target Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Malang Tahun 2019
yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 adalah 69,20 dan setelah
dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh
Inspektorat Daerah Kabupaten Malang tahun 2019 tercapai nilai 68,83
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dengan capaian 99,47%, namun nilai tersebut belum dilakukan evaluasi oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penurunan nilai Reformasi Birokasi tersebut kondisi tersebut disebabkan

antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik belum didikung dengan
perubahan pola pikir dan budaya kerja yang “melayani” pada seluruh
pemberi layanan publik;

2. Belum adanya kesamaan pemahaman antar Perangkat Daerah selaku
subyek yang melaksanakan RB dan stakeholder serta masyarakat
selaku pihak yang melakukan pengawasan atau yang merasakan hasil
dari pelaksanaan RB;

3. Terdapat perubahan indikator penilaian yang tertuang dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah,
dimana indikator penilaian RB tahun 2018 diperoleh langsung dari
Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pada 8
(delapan) area perubahan sedangkan penialaian RB tahun 2019
merupakan kompilasi / gabungan dari PMPRB pada masing-masing
Perangkat Daerah yang telah dipilih dan ditetapkan dalam penilaian RB;

Dalam rangka pencapaian pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi pada
tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang melakukan upaya-
upaya perbaikan dengan meningkatkan pemahaman dan kesiapan pada
seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Malang dalam
melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui sosialisasi kepada Perangkat

Daerah ditingkat Pemerintah Kabupaten Malang dan internalisasi oleh

Kepala Perangkat Daerah kepada seluruh Pegawai di unit kerja masing-

masing serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan

dan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

. Indeks Pembangunan Manusia
Berdasarkan RPJM 2016-2021 telah ditetapkan target Indeks
Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Tahun 2019 sebesar 69,00-

69,50 dan terealisasi 70,30, adapun fakto-faktor yang mendukung
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pencapaian Indeks pembangunan Manusia Kabupaten Malang Tahun 2019

antara lain:

1) Kualitas pelayanan pada bidang kesehatan (Puskesmas) bertambah
baik, sehingga angka harapan hidup umur lebih panjang, yang
ditunjukkan dengan meningkatnya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
terhadap layanan di Puskesmas dari 77, 48 pada tahun 2018 meningkat
menjadi 77,50 pada tahun 2019;

2) Pemberian BPJS kepada warga miskin;

3) Kualitas pelayanan pada bidang pendidikan yang ditandai dengan
meningkatnya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, yang
ditunjukkan melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD tahun 2018
sebesar 82,03% dan tahun 2019 sebesar 90,18%, dan Angka Partisipasi
Kasar (APK) SD/MI tahun 2018 sebesar 113,20% dan tahun 2019
sebesar 113,21%. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs tahun 2018
sebesar 96,65% dan tahun 2019 sebesar 96,69%, sedangkan Angka
Partisipasi Murni (APM) SD/MI tahun 2018 sebesar 99,41% dan tahun
2019 sebesar 99,42%. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs tahun
2018 dan tahun 2019 sebesar 80,99%;

4) Standar hidup layak yang ditandai dengan daya beli kebutuhan
masyarakat di Kabupaten Malang meningkat.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah
peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah
Kabupaten Malang melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Fasilitas layanan kesehatan lebih ditingkatkan sehingga dapat dijangkau
sampai pelosok desa ;

2) Meningkatkan kualitas pendidikan dengan pemberian beasiswa kepada
guru dan siswa berprestasi;

3) Meningkatkan standar hidup layak dengan penyediaan lapangan
pekerjaan serta menumbuhkan pemberdayaan masyarakat sehingga

terbentuk masyarakat yang mandiri secara ekonomi.

. Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018 sebesar 5,56% dan berdasarkan
data sementara BPS tahun 2019 sebesar 5,50% dengan tingkat inflasi tahun
2018 sebesar 2,98% dan tahun 2019 sebesar 1,93%. Tingkat
kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan perkembangan Produk
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Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) tahun
2018 sebesar Rp96.834.520.500.000,00 (sembilan puluh enam triliun
delapan ratus tiga puluh empat miliar lima ratus dua puluh juta lima ratus
ribu rupiah) dan berdasarkan angka sangat sementara BPS tahun 2019
sebesar Rp103.760.078.400.000,00 (seratus tiga triliun tujuh ratus enam
puluh miliar tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Adapun hal-hal yang menjadi penyebab tercapainya tingkat
pertumbuhan ekonomi antara lain:

1) Penyerapan tenaga kerja dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah
tahun 2018 sebanyak 423.350 unit dengan omzet sebesar
Rp49.240.000.000.000,00 (empat puluh sembilan triliun dua ratus empat
puluh milyar rupiah) dan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak
1.386.130 orang, sedangkan tahun 2019 jumlah UMKM mencapai
425.561 unit dengan omzet sebesar Rp50.735.500.000.000,00 (lima
puluh triliun tujuh ratus tiga puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) dan
dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 1.518.273 orang;

2) Realisasi ekspor non migas tahun 2018 sebesar USD 402.625.370,63
(empat ratus dua juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh
puluh koma enam puluh tiga US dollar) dan tahun 2019 menjadi
USD481.039.000,32 (empat ratus delapan puluh satu juta tiga puluh
sembilan ribu koma tiga puluh dua US dollar) dan realisasi impor non
migas tahun 2018 sebesar USD97.649.065,79 (sembilan puluh tujuh juta
enam ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh lima koma tujuh
puluh sembilan US dollar) dan tahun 2019 sebesar USD49.018.951,04
(empat puluh sembilan juta delapan belas ribu koma nol empat US
dollar);

3) Nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2018 sebesar
Rp2.092.086.508.975,00 (dua triliun sembilan puluh dua milyar delapan
puluh enam juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima
rupiah) dengan jumlah investor sebanyak 24 investor dan tahun 2019
sebesar Rp2.485.096.030.900,00 (dua triliun empat ratus delapan puluh
lima milyar sembilan puluh enam juta tiga puluh ribu sembilan ratus
rupiah) dengan jumlah investor sebanyak 26 investor;

4) Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2018
sebesar Rp26.648.800.734.902,00 (dua puluh enam triliun enam ratus

empat puluh delapan milyar delapan ratus juta tujuh ratus tiga puluh
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empat ribu sembilan ratus dua rupiah) dengan jumlah investor sebanyak
8.992 investor dan tahun 2019 nilai investasi sebesar
Rp27.570.908.933.260,00 (dua puluh tujuh triliun lima ratus tujuh puluh
milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua
ratus enam puluh rupiah) dengan jumlah investor sebanyak 9.052
investor.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah
peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah
Kabupaten Malang melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Melaksanakan sosialisasi, pelatihan serta memberikan beragam
bantuan sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha,;

(2) Memberikan kemudahan izin pendirian Usaha Mikro Kecil dan
Menengah sesuai dengan kewenangan Kabupaten Malang;

(3) Memberikan kemudahan izin usaha bagi inventor dalam negeri dan
asing;

(4) Memperkuat industri olahan lokal untuk mencukupi kebutuhan sendiri

dan meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi desa.

e.Jumlah  Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan

Mancanegara

Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2019 sebanyak 8.049.829 orang
dari target yang telah ditetapkan sebanyak 8.013.981 orang dengan
capaian kinerja 100,45%. Beberapa hal yang mendukung tercapainya

Indikator Kinerja Utama Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara dan

Mancanegara pada tahun 2019, antara lain:

1) Mempublikasikan branding “the heart of east java” melalui keikutsertaan
dalam event pameran kebudayaan dan periwisata yang tepat sasaran
dengan memperhatikan pangsa pasar sekaligus mempromosikan
potensi/destinasi wisata yang ada;

2) Menyelenggarakan event-event pariwisata yang menarik wisatawan baik
lokal maupun mancanegara dengan menyelenggarakan kegiatan Malang
Beach Festival, Sport Tourism Surving (malang Night Surfing), Sport
Tourism Paralayang, Malang Beach Run, UM iCamp;

3) Memanfaatkan internet dan media sosial sebagai ajang promosi
destinasi wisata yang dapat diakses baik wisatawan lokal maupun

mancanegara,
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Dalam ragka meminimalisir kegagalan pencapaian kinerja di masa
datang langkah-langkah yang perlu ditempuh antara lain:
(1) Meningkatkan sarana prasarana wisata dengan memberdayakan
kelompok sadar wisata pada masing-masing desa;
(2) Melakukan pendataan desa wisata untuk menambah destinasi wisata
selain wisata pantai dan gunung;
(3) Melakukan pemasaran/promosi wisata melalui internet, media sosial

dengan content yang menarik.

. Persentase Angka Kemiskinan

Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan pada tahun 2019 adalah
9,47%. Angka ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 10,44% —
10,04% Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan angka kemiskinan
adalah:
1) Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tepat sasaran;
2) Pemberian Bantuan Beras Kami (Rasmi) tepat sasaran;
3) Beberapa desa atau warga memiliki usaha mandiri yang bisa berasal

dari bertumbuhnya desa wisata.

Dalam rangka penurunan angka kemiskinan, langkah-langkah yang
dilakukan sebagai berikut:
1) Pemberdayaan ekonomi;
2) Peningkatan BPNT dan Rasmi;
3) Peningkatan desa wisata baru.

. Persentase Desa Mandiri

Indikator persentase desa mandiri tahun 2019 ditargetkan 7,41%,
terealisasi sebesar 7,41% (realisasinya 100%) diperoleh dari jumlah desa
mandiri Tahun 2019 sejumlah 28 desa, adapun hal-hal utama yang menjadi
penyebab keberhasilan antara lain:

1) Dikucurkanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah
Desa yang digunakan untuk pembangunan desa serta peningkatan
pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa;

2) Adanya program dan kegiatan pembangunan dari Perangkat Daerah
Kabupaten Malang, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang
diarahkan ke desa;

3) Adanya program memberdayakan usaha ekonomi masyarakat,
pengembangan potensi desa, peningkatan kapasitas aparatur
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pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dari
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang yang
diberikan ke desa;

4) Adanya peran Pemerintah Desa yang baik dalam pembangunan desa;

5) Adanya sosialisasi, koordinasi, Bimbingan Teknis Pemutakhiran Indeks
Desa Membangun Kabupaten Malang.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah
peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah
Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Melakukan koordinasi dan sosialisasi lintas sektoral dalam rangka
meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa;

2) Melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam rangka
meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa,;

3) Melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Desa untuk
mengembangkan potensi desa, memberdayakan usaha ekonomi
masyarakat (BUMDesa dan BUMDesa Bersama), mengembangkan
potensi desa dan memberdayakan lembaga kemasyarakatan;

4) Melakukan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Indeks Desa
Membangun kepada Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa,;

5) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa
Timur, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia terkait penetapan Status Kemajuan dan
Kemandirian Desa.

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang
tersebut, program/kegiatan yang menunjukan output paling mendukung
bagi pencapaian kinerja organisasi adalah :

1) Program Pengembangan Potensi Desa, Kegiatan Pengembangan
Kawasan Perdesaan, Pengembangan Sumber Daya Desa dan
Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dengan anggaran
sebesar Rp. 1.056.562.000,00 (Satu milyar lima puluh enam juta lima
ratus enam puluh dua ribu rupiah);

2) Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kegiatan
Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat, Pengembangan
Usaha Sektor Informal dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan
Rumah Tangga Sasaran dengan anggaran sebesar Rp. 760.000.000,00

(Tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
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3) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Kegiatan
Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Lembaga
Adat dan Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dengan
anggaran sebesar Rp. 564.000.000,00 (Lima ratus enam puluh empat
juta rupiah);

4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Kegiatan
Penataan Pemerintahan Desa, Penatausahaan Keuangan Desa dan
Penatausahaan Aset Desa dengan anggaran sebesar Rp.
3.110.941.000,00 (Tiga milyar seratus sepuluh juta sembilan ratus empat

puluh satu ribu rupiah).

h. Indeks Gini

Target Indeks Gini Kabupaten Malang tahun 2019 pada rentang
0,316-0,310 dan angka realisasi mengacu pada Indeks Gini tahun 2018
sebesar 0,37 karena angka Indeks Gini tahun 2019 belum dirilis oleh BPS,
kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan
pendapatan antara penduduk pada suatu wilayah dengan penduduk pada
wilayah yang lain (pendapatan tidak merata) yang disebabkan karena
pertumbuhan ekonomi belum dapat dirasakan oleh semua penduduk,
kondisi tersebut disebabkan karena:

1) Tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang merata;

2) Kesadaran penduduk untuk mengenyam pendidikan masih rendah;

3) Pelayanan kesehatan yang tidak sampai pada pelosok desa;

4) Meningkatkan kualitas penduduk melalui pemberdayaan dan
pembinaan masyarakat (pemberian bantuan/hibah/bansos sebagai
stimulus untuk modal usaha.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah penting
capaian kinerja pada tahun yang akan dating, langkah-langkah yang akan
ditempuh antara lain:

(1) Menyediakan lapangan pekerjaan yang merata;

(2) Memperbaiki layanan kesehatan dengan meningkatkan sarana dan

prasarana kesehatan;

(3) Memangkas ekonomi biaya tinggi (proses perizinan mudah dan

cepat);

(3) Meningkatkan masyarakat untuk melek huruf.
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I. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja Utama dengan tujuan Meningkatkan Kebersamaan
Masyarakat dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan
Lingkungan capainnya sebesar 80,65 dari target yang ditetapkan dalam
69,07 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dengan capaian antara lain:

1) Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan secara rutin berupa
pengujian kualitas air dan pengujian kualitas udara di titik-titik yang telah
ditetapkan sehingga didapatkan data sebagai bahan penghitungan
indeks kualitas lingkungan hidup;

2) Penegakan hukum lingkungan atas pengaduan pencemaran lingkungan
yang tertangani pada tahun 2018 dan 2019 mencapai 100%;

3) Persentase sampah yang tertangani melalui layanan pengangkutan
sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), penanganan sampah
dengan model Tim Pengelolaan Sampah Terpadu — 3 R (reduce, reuse,
recycle) atau TPS-3R, serta pengelolaan sampah mandiri oleh
masyarakat melalui Bank Sampah tahun 2019 sebesar 97,94%;

4) Meningkatnya  tutupan  vegetasi melalui  konservasi  yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang serta oleh swadaya
masyarakat dan CSR dari pihak swasta.

Sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan
datang, Pemerintah Kabupaten Malang melakukan langkah-langkah
sebagai berikut :

1) Meningkatkan cakupan penanganan sampah serta meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam upaya mereduksi timbunan sampah dari
sumbernya dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat;

2) Meningkatkan ketaatan pelaku kegiatan/usaha terhadap peraturan
perundang-undangan  dengan  melakukan  pengawasan  serta
mengupayakan penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi
sesuai perundangan yang berlaku;

3) Meningkatkan fungsi koordinasi dengan pihak swasta serta instansi
vertikal dalam upaya meningkatkan dan perluasan tutupan vegetasi pada
Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik RTH publik maupun privat, peningkatan
penghijauan di kawasan lahan kritis, sempadan sumber mata air dan
sempadan pantai;
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4) Memperkuat kelembagaan kelompok masyarakat pengelola lingkungan
melalui pelaksanaan pendampingan, sosialisasi dan fasilitasi serta
pemberian stimulan yang mendukung upaya pengelolaan lingkungan;

5) Meningkatkan edukasi kepada masyarakat sejak usia dini tentang
pentingnya pengelolaan lingkungan hidup;

6) Penetapan regulasi terkait pengelolaan lingkungan hidup.
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3. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung

anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

%

No Sasaran Strategis Indikator Anggaran (Rp)
Anggaran
1 | Mewujudkan mentalitas | Persentase konflik
kehidupan sosial yang | sosial yang
tertib melalui | ditangani
terciptanya kerukunan
kehidupan umat 1.092.936.000 0,024%
beragama dan
kepatuhan masyarakat
terhadap peraturan
diberlakukan didaerah
2 | Mewujudkan reformasi | Indeks Reformasi
birokrasi dalam | Birokrasi
mendukung tata kelola 1.107.435.000 0,025%
pemerintahan yang
baik
3 | Meningkatkan kualitas | Indeks
sumber daya manusia Pembangunan 662.009.288.649,45 14,768%
Manusia
4 | Meningkatkan 1. Persentase
perekonomian tingkat
masyarakat pertumbuhan 109.448.613.777,67 2,441%
ekonomi
2. Jumlah
kunjungan
wisatawan
nusantara dan 27.440.626.579 0,612%
wisatawan
mancanegara
5 | Mewujudkan 1. Persentase
penyelenggaraan angka 26.979.587.893 0,602%
pemerintahan desa kemiskinan
dalam
°
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No Sasaran Strategis Indikator Anggaran (Rp) %
Anggaran
Mengentaskan 2. Persentase
kemiskinan desa mandiri
yang responsif, 6.667.481.191 0,149%
transparan dan
akuntabel
6 | Meningkatkan kualitas | Indeks Gini
dan kuantitas
infrastruktur daerah
dalam rangka untuk 630.643.476.793,28 | 14,068%
pemerataan
hasil pembangunan
7 | Meningkatkan Indeks Kualitas
kebersamaan Lingkungan Hidup
masyarakat dalam | (IKLH)
mewujudkan 41.218.903.462 0,919%
pembangunan yang
berwawasan
lingkungan
°




3.2 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Kinerja Anggaran
No Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi Capaian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
1 | Mewujudkan mentalitas | Persentase  konflik
kehidupan sosial yang | sosial yang ditangani
tertib melalui
terciptanya kerukunan
kehidupan umat 100% 100% 100% 1.092.936.000 1.049.730.500 96,05%
beragama dan
kepatuhan masyarakat
terhadap peraturan
diberlakukan didaerah
2 | Mewujudkan reformasi | Indeks Reformasi
birokrasi dalam | Birokrasi
mendukung tata kelola 69,20 68,83* 99,47% 1.107.435.000 1.096.425.000 99,01%
pemerintahan yang
baik
3 | Meningkatkan kualitas | Indeks
sumber daya manusia | Pembangunan 69,00 — 69,50 70,3 101,15% 662.009.288.649,45 | 585.945.259.466,71 88,51%
Manusia
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Kinerja Anggaran
No Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi Capaian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
4 | Meningkatkan Persentase
perekonomian tingkat
masyarakat pertumbuhan 5,50% - 5,71% 5,50% 100% 109.448.613.777,67 | 102.886.068.544,41 94,00%
ekonomi
Jumlah
kunjungan
wisatawan
8.013.981 8.049.829 100,45% 30.833.582.976 27.440.626.579 89%
nusantara dan
wisatawan
mancanegara
5 | Mewujudkan Persentase
o 10,44% —
penyelenggaraan angka kemiskinan 10.04% 9,47% 105,68% 26.979.587.893 25.406.720.377 94,17%
, (]
pemerintahan desa
dalam Persentase desa
Mengentaskan mandiri
kemiskinan
_ 7,41% 10,58% 142,78% 7.162.171.800 6.667.481.191 93,09%
yang responsif,
transparan dan
akuntabel
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Kinerja Anggaran

No Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi Capaian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
6 | Meningkatkan kualitas | Indeks Gini

dan kuantitas

infrastruktur daerah

0,316-0,310 0,37** 82,91% 630.643.476.793,28 588.387.092.009 93,30%

dalam rangka untuk

pemerataan

hasil pembangunan
7 | Meningkatkan Indeks Kualitas

kebersamaan Lingkungan  Hidup

masyarakat dalam | (IKLH)

mewujudkan 69,07 80,65 116,77% 41.218.903.462 38.782.165.021 94,09%

pembangunan yang

berwawasan

lingkungan

* Hasil Penilaian Mandiri

** Data BPS tahun sebelumnya karena data tahun ini belum dirilis
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3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian | Penyerapan | Tingkat
No Sasaran Strategis Indikator o o _
Kinerja Anggaran Efisiensi
1 | Mewujudkan mentalitas | Persentase  konflik
kehidupan sosial yang | sosial yang ditangani
tertib melalui
terciptanya kerukunan
kehidupan umat 100% 96,05% 3,95%
beragama dan
kepatuhan masyarakat
terhadap peraturan
diberlakukan didaerah
2 | Mewujudkan reformasi | Indeks Reformasi
birokrasi dalam | Birokrasi
mendukung tata kelola 99,47% 99,01% 0,46%
pemerintahan yang
baik
3 | Meningkatkan kualitas | Indeks
sumber daya manusia | Pembangunan 100% 88,51% 13,13%
Manusia
4 | Meningkatkan 1. Persentase
perekonomian tingkat
masyarakat pertumbuhan 100% 94.00% 6.00%
ekonomi
2. Jumlah
kunjungan
wisatawan
usantara dan 100,45% 89% 11,40%
wisatawan
mancanegara
5 | Mewujudkan 1. Persentase
o 105,68% 94,17% 10,89%
penyelenggaraan angka kemiskinan
pemerintahan desa |2. Persentase desa
dalam mandiri
Mengentaskan
kemiskinan 142,78% 93,09% 34,80%
yang responsif,
transparan dan
akuntabel
°
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) _ Capaian | Penyerapan | Tingkat
No Sasaran Strategis Indikator
Kinerja Anggaran Efisiensi
6 | Meningkatkan kualitas | Indeks Gini
dan kuantitas
infrastruktur daerah
82,91% 93,30% -15,69%
dalam rangka untuk
pemerataan
hasil pembangunan
7 | Meningkatkan Indeks Kualitas
kebersamaan Lingkungan  Hidup
masyarakat dalam | (IKLH)
mewujudkan 116,77% 94,09% 19,42%
pembangunan yang
berwawasan
lingkungan
°
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B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang
Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2018 tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018, serta Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Tahun 2019 dan
Perubahan Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Perubahan APBD Tahun 2019, maka pagu dan realisasi pelaksanaan anggaran
Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan, dan sebesar
Rp.600.030.453.944,89 dengan realisasi sebesar Rp. 629.378.168.160,31 atau
104,89 %.

Gambaran perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Daerah

Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Lain-Lain Penerimaan yang sah, ditargetkan

Komposisi Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Tahun 2019

Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan
No Uraian Target Pendapatan Realisasi o
0
(Rp) Pendapatan (Rp)
1 | Pendapatan Asli
600.030.453.944,89 | 629.378.168.160,31 | 104,89
Daerah (PAD)
2. | Dana
_ 2.584.819.981.917,00 | 2.492.578.744.298,00 | 96,43
Perimbangan
3 | Lain-lain
907.958.659.099,00 | 989.271.527.002,00 | 108,96
Pendapatan
Jumlah 4.092.809.094.960,89 | 4.111.228.439.460,31 | 100,45

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi PAD telah mencapai target yang diharapkan.
Realisasi APBD Tahun 2019 realisasi sebesar Rp 629.378.168.160,31 atau mencapai
104,89% dari target yang diharapkan dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun
2018 sebesar Rp. 587.622.481.343,79 maka terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp
41.755.686.816,52 atau 7,10%.
2.492.578.744.298,00 atau 96,43% dari target yang direncanakan bila dibandingan
dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp 2.413.067.750.143,00 maka terjadi penurunan
sebesar Rp 79.510.994.155,00 atau 3,30%. Sedangkan untuk realisasi lain-lain
pendapatan daerah yang sah tahun 2019 realisasinya sebesar Rp 989.271.527.002,00
atau 108,96% dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp

Untuk dana perimbangan 2019 sebesar
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826.032.046.386,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp 163.239.480.616,00 atau

19,76 %.

Jika dilihat dari komposisi anggarannya, terlihat bahwa PAD menyumbang

15,31% dari total realisasi

pendapatan Kabupaten Malang di tahun 2019,

sedangkan dana perimbangan memberikan kontribusi terbesar, 60,63% dan lain-lain

pendapatan daerah yang sah sebesar 24,06%.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang

berasal dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang
pada Tahun Anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp 600.030.453.944,89 dan
dapat direalisasikan lebih besar dibandingkan target semula, yaitu sebesar
Rp 629.378.168.160,31 atau mencapai 104,89%. Sumbangan terbesar dari PAD

Kabupaten Malang berasal dari Hasil Pajak Daerah, yaitu mencapai 111,88% dari

target. Adapun perincian PAD Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2019

dapat dilihat pada tabel berikut:

Perincian Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019

Tahun Anggaran 2019 setelah Perubahan
No Uraian Target Pendapatan | Realisasi Pendapatan %
(Rp) (Rp)
1 | Hasil Pajak Daerah 266.560.675.000,00 298.231.998.749,54 111,88
2 Hasil Retribusi 44.102.014.740,00 44.700.563.225,00 101,36
Daerah
Hasil Pengelolaan
3 | Kekayaan Daerah 18.607.265.950,10 18.604.532.908,10 99,99
yang Dipisahkan
Lain Lain
4 | Pendapatan yang 270.760.498.254,79 267.841.073.277,67 98,92
sah
Jumlah 600.030.453.944,89 629.378.168.160,31 104,89

Terlihat dalam tabel tersebut di atas bahwa komponen hasil pajak daerah

dan Lain-lain Pendapatan yang sah melampaui target relatif lebih besar dari yang

direncanakan semula. Tingginya realisasi pajak daerah tahun 2019 ini menunjukkan

bahwa aktivitas ekonomi Kabupaten Malang terus mengalami kemajuan dari waktu
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ke waktu, yang diiringi dengan usaha dalam menggali sumber-sumber potensial

penerimaan pajak daerabh.

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari dana penerimaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada
daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan/Pendapatan
Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerimaan dari Dana Perimbangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah pada tahun 2019 direncanakan sebesar
Rp 2.584.819.981.917,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.492.578.744.298,00 atau
mencapai target 96,43%. Adapun perincian penerimaan dari Dana Perimbangan

pada Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perincian Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019

Tahun Anggaran 2019 setelah perubahan

No Uraian Target Pendapatan Realisasi Pendapatan o
0
(Rp) (Rp)
Bagi Hasil Pajak/
1 | Bagi Hasil Bukan 212.513.099.917,00 | 168.797.966.938,00 115,87
Pajak
Dana Alokasi
2 1.716.472.214.000,00 1.728.254.706.000,00 | 100,68
Umum ( DAU )
Dana Alokasi
3 655.834.668.000,00 595.626.071.360,00 | 90,82
Khusus ( DAK)
Jumlah 2.584.819.981.917,00 2.492.678.744.298,00 96,44

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Malang yang bersumber dari Lain-lain

Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah; (2) Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (3) Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus; dan (4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2019
direncanakan sebesar Rp 907.958.659.099,00 dan dapat direalisasikan sebesar
Rp 989.271.527.002,00 atau mencapai 108,96%. Adapun perincian Lain-Lain
Pendapatan yang sah pada Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:
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Perincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2019

Tahun Anggaran 2019 setelah Perubahan

No Uraian Target Pendapatan Realisasi Pendapatan Y
0
(Rp) (Rp)
1 | Hibah 200.678.600.000,00 208.926.363.567,00 104,11

Dana Bagi Hasil

Pajak dari Provinsi
2 ) 243.838.853.599,00 316.903.957.935,00 129,96
dan Pemerintah

Daerah Lainnya

Dana Penyesuaian
3 _ 76.926.900.000,00 76.926.900.000,00 100,00
dan Otonomi Khusus

Bantuan Keuangan
dari Provinsi atau

4 . 20.686.715.500,00 20.686.715.500,00 100,00
Pemerintah Daerah

Lainnya

5 | Pendapatan lainnya 365.827.590.000,00 365.827.590.000,00 100,00

Jumlah 907.958.659.099,00 989.271.527.002,00 | 108,96

Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah diarahkan pada
prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam
hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan
mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Kemampuan anggaran belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan
Daerah.

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Membiayai urusan yang bersifat mandatory dan sudah ditentukan peruntukan
belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membiayai urusan wajib dan pilihan dengan mengutamakan bidang pendidikan

dan kesehatan;
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3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perekonomian, pariwisata dan
lingkungan hidup dengan mengutamakan jalan dan jembatan serta sarana
perhubungan lainnya;

4. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil terutama pada sektor andalan
pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata,

5. Memenuhi komitmen kerjasama/kemitraan pembangunan dan pembiayaan;

6. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Perangkat Daerah.

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah
yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan
kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan
dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Malang. Hakekat
anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama
kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan
masyarakat, maka setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebijakan
pemerintahan, diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan
pemerintahan sesuai potensi daerah. Berikut adalah hasil analisis realisasi, plafon
dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Malang:

1. Target dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran
2019 dianggarkan sebesar Rp 4.482.875.485.854,14 dan dapat direalisasikan Rp
4.089.416.121.796,92 atau mencapai 91,22%, yang perinciannya dapat dilihat pada
tabel berikut:

Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019

Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan

No Uraian

Anggaran Belanja Realisasi Belanja %
0
(Rp) (Rp)
Belanja Tidak
1 2.273.099.964.266,74 | 2.076.511.188.899,15 | 91,35
Langsung

2 | BelanjaLangsung | 2.209.775.521.587,40 | 2.012.904.932.897,77 | 91,09

Jumlah 4.482.875.485.854,14 | 4.089.416.121.796,92 | 91,22

Jika dilihat dari komposisinya, belanja tidak langsung memberikan kontribusi
sebesar 50,78% dari realisasi belanja Kabupaten Malang di tahun 2019 dan
sisanya sebesar 49,22% disumbangkan dari belanja langsung. Adapun
anggaran dan realisasi masing-masing belanja untuk Tahun Anggaran 2019,

dapat diuraikan sebagai berikut:
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Belanja Tidak Langsung

L 4

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak
Langsung pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 2.273.099.264.266,74 dan

dapat direalisasikan sebesar

rincian pada tabel berikut:

Perincian Belanja Tidak Langsung

Tahun Anggaran 2019

Rp 2.076.511.188.899,15 atau 91,35% dengan

Tahun Anggaran 2019 setelah Perubahan
No Uraian Anggaran Belanja Realisasi Belanja o
(Rp) (Rp)
1 | Belanja Pegawai 1.489.456.890.076,36 1.313.906.050.625,15 | 88,21
2 | Belanja Hibah 128.715.488.892,00 120.645.203.502,00 | 93,73
3 Belénja santuan 46.540.700.000,00 41.293.888.000,00 | 88,73
Sosial
Belanja Bagi Hasil
kepada Provinsi/
4 | Kabupaten/Kota 27.837.934.698,38 25.351.347.172,00 | 91,07
dan Pemerintah
Desa
Belanja Bantuan
Keuangan kepada
Provinsi/
5 575.548.950.600,00 575.280.699.600,00 | 90,95
Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan
Desa
6 Belanja Tidak 5.000.000.000,00 34.000.000,00 0,68
Terduga
Jumlah 2.273.099.964.266,74 | 2.076.511.188.899,15 | 91,35
o
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C. PRESTASI TAHUN 2019

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Juara | O2SN SD (Atletik Kids Putra) untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
(SDN 1 Sumbertangkil) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;

Juara lll Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) untuk Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang (SMPN 2 Sumberpucung) dari Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan;

Juara Il O2SN untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (SMPN 1 Tirtoyudo)
dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;

Juara | OSN untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (SMPN 4 kepanjen)
dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;

Tanda penghargaan bagi individu yang berjasa dalam pembangunan bidang
kesehatan dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia

Kabupaten terbaik dalam inovasi pemberdayaan masyarakat berbasis aplikasi
tahun 2019 dari Kementrian Kesehatan

Top Digital Awards Implementation On District Government dari IT Works;
Anugerah Adipura Kategori Kota Kecil Tahun 2018 untuk Kota Kepanjen dari
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Penghargaan Kategori Program Kampung Iklim Utama Tahun 2019 kepada 4
desa, yaitu Desa Gampingan, Desa Karangsuko, Desa Sukowilangun dan Desa
Tulungrejo;

Role model penyelenggaraan pelayanan publik kategori “baik” tahun 2019 dari
Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
Anugerah  Parahita Eka Praya (APE) dari Presiden Republik
Indonesia/Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perllindungan Anak
Republik Indonesia;

Kabupaten Malang Layak Anak (KLA) dari Presiden Republik
Indonesia/Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perllindungan Anak
Republik Indonesia;

Penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dari Mentri
Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menegah Republik Indonesia;

Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "SANGAT BAIK" dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia;

Pemenang Green Bronze Kategori Manfaat Ekonomi pada Indonesia
Sustainable Tourism Awards 2019 dari Kementrian Pariwisata Republik
Indonesia;

Peringkat IV Apresiasi Pokdarwis Tingkat Nasional Kategori Pokdarwis Mandiri

dari Kementrian Pariwisata Republik Indonesia;

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2019

71



&
v

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

Penghargaan Jambore Pemuda Jawa timur skala Internasional oleh Provinsi
Jawa Timur;

Penghargaan Jambore Pemuda Indonesia oleh Provinsi Jawa Timur dari Deputi
Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Duta Pepelingasih (Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih) dari
Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Pertukaran Pemuda Indonesia Australia (AYEP) Australia Indonesian Youth
Exge Program Kementerian Pemuda dan Olahraga / Dispora Provinsi Jawa
Timur;

Master Trainer (MT) Terfavorit 2019 dalam MT National Meeting 2019 dari
SCOPI (Sustainable Coffee Platform Indonesia);

Master Trainer (MT) Terbaik Regional Provinsi Jawa Timur dalam MT National
Meeting 2019 dari SCOPI (Sustainable Coffee Platform Indonesia);

The Best Master Trainer Of The Year 2019 dari SCOPI (Sustainable Coffee
Platform Indonesia);

Juara 1 Stand terbaik pameran Semarang Indagkop dan UKM Expo 2019 dari
PT Pisindo prawira Kreasi Indonesia;

Juara 1 stand terbaik pameran Batam Indagkop dan UKM Expo 2019 dari PT
Pisindo prawira Kreasi Indonesia;

Piagam Penghargaan Role Model Pelayanan Publik kategori “Baik” untuk RSUD
Kanjuruhan Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi;

Sertifikat Hospital Award 2019 untuk RSUD Kanjuruhan dari Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia;

Tropi Hospital Award 2019 untuk RSUD Kanjuruhan dari Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia

ASEAN Tourism Standart dari ASEAN Homestay Srandart untuk Desa Pujon
Kidul Kecamatan Pujon;

Lomba Desa dan Kelurahan Propinsi Jawa Timur sebagai pemenang IV dari
Gubernur Jawa Timur untuk Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon;

Piagam Penghargaan Peringkat IV Kelompok Sadar Wisata Dukung Alas Lestari
dari Kementrian Pariwisata Republik Indonesia;

Juara 2 Karate kumite -40 kg putri skala internasional yang di selenggarakan
oleh FORKI Malang;

Adipura kategori Kota Kecil yang diraih ke-11 kalinya untuk Kota Kepanjen
Lokasi Program Kampung Iklim Kategori Utama untuk Desa Gampingan

Kecamatan Pagak dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah

Kabupaten Malang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2019 dan

sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun kedepannya. Dari hasil

evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Malang dapat disimpulkan bahwa sasaran-

sasaran pada tiap-tiap Misi yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dikategorikan berhasil dicapai karena nilai capaiannya diatas standar penilaian skala

ordinal sebagai komitmen kinerja sebagai berikut:

No Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi | capaian
1 | Mewujudkan mentalitas | Persentase konflik
kehidupan sosial yang | sosial yang
tertib melalui | ditangani
terciptanya kerukunan
kehidupan umat 100% 100% 100%
beragama dan
kepatuhan masyarakat
terhadap peraturan
diberlakukan didaerah
2 | Mewujudkan reformasi | Indeks Reformasi
birokrasi dalam | Birokrasi
mendukung tata kelola 69,20 68,83* 99,47%
pemerintahan yang
baik
3 | Meningkatkan kualitas | Indeks
_ 69,00
sumber daya manusia | Pembangunan
_ - 70,3 101,15%
Manusia
69,50
4 | Meningkatkan 1. Persentase
_ ] 5,50%
perekonomian tingkat
- 5,50% 100%
masyarakat pertumbuhan
_ 571%
ekonomi
2. Jumlah
kunjungan
wisatawan 8.013.981
8.049.829 | 100,45%
nusantara dan Orang
wisatawan
mancanegara
°
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No

Sasaran Strategis

Indikator

Target

Realisasi

Capaian

Mewujudkan
penyelenggaraan
pemerintahan desa
dalam

Mengentaskan
kemiskinan

yang responsif,
transparan dan
akuntabel

1. Persentase

angka
kemiskinan

10,44%

10,04%

9,47%

105,68%

2. Persentase

desa mandiri

7,41%

10,58%

142,78%

Meningkatkan kualitas
dan kuantitas
infrastruktur daerah
dalam rangka untuk
pemerataan

hasil pembangunan

Indeks Gini

0,316

0,310

0,37**

119,35%

Meningkatkan
kebersamaan
masyarakat dalam
mewujudkan
pembangunan yang
berwawasan

lingkungan

Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)

69,07

80,65

116,77%

* Hasil Penilaian Mandiri

** Data BPS tahun sebelumnya karena data tahun ini belum dirilis

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang yang menggambarkan

capaian kinerja tiap-tiap indikator pada Tahun 2019 dalam mendukung pencapaian visi dan

misi Kabupaten Malang.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

bawah ini:
Nama : SANUSI
Jabatan : Bupati Malang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Demikian Perjanjian Kinerja dibuat dan akan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Malang, September 2019
PATI MALANG




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET
1 Mewujudkan mentalitas kehidupan | Persentase  konflik  sosial
sosiall yang tertb  melalui | yang ditangani
terciptanya kerukunan kehidupan 100%
umat beragama dan kepatuhan
masyarakat terhadap peraturan
diberlakukan didaerah
2 | Mewujudkan reformasi birokrasi | Indeks Reformasi Birokrasi
dalam mendukung tata kelola 69,20
pemerintahan yang baik
3 Meningkatkan kualitas sumber | Indeks Pembangunan 69,00 -
daya manusia Manusia 69,50
4 | Meningkatkan perekonomian |1. Persentase tingkat T
A 0= 9, (0]
masyarakat pertumbuhan ekonomi
2. Jumiah kunjungan
wisatawan nusantara 8.013.981
dan wisatawan Orang
mancanegara
5 | Mewujudkan penyelenggaraan | 1. Persentase angka 10,44%
pemerintahan desa dalam kemiskinan .
Mengentaskan kemiskinan
. 10,04%
yang responsif, transparan dan
akuntabel 2. Persentase desa mandiri 7,41 %
6 | Meningkatkan kualitas dan | Indeks Gini
kuantitas  infrastruktur ~ daerah 0,316 -
dalam rangka untuk pemerataan 0,310
hasil pembangunan
7 | Meningkatkan kebersamaan | Indeks Kualitas Lingkungan
masyarakat dalam mewujudkan Hidup (IKLH) 69 07
pembangunan yang berwawasan '
lingkungan

PROGRAM : 178 (Seratus Tujuh Puluh Delapan) program
ANGGARAN : Rp. 4.482.875.485.854,14,-
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